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ABSTRAK
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Judul Skripsi : Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum

Jatuh Tempo Menurut Fatwa MUI Nomor 153/DSN-
MUI/2022 Tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan
Murabahah (Studi Pada Mandiri Utama Finance Kota

Banda Aceh)

Tebal Skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I . Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

Pembimbing Il : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H

Kata Kunci : Pelunasan Hutang, Pembiayaan Murabahah, Jatuh
Tempo.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Indonesia telah diatur dalam beberapa
Fatwa MUI, salah satunya Fatwa Nomor 153/DSN-MUI/2022 tentang Pelunasan
Hutang Pembiayaan Murabahah. Fatwa ini menentukan bahwa tiap saat nasabah
melakukan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo, maka wajib diberi potongan
harga oleh perusahaan. Namun perusahaan Mandiri Utama Finance (MUF) Kota
Banda Aceh hanya memotong harga ketika pelunasan utang dilakukan di tahun
pertama pembiayaan. Untuk itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana
mekanisme pelaksanaan akad murabakah di MUF Syariah Kota Banda Aceh,
bagaimana proses pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo,
dan bagaimana pelunasan utang tersebut ditinjau dalam perspektif Fatwa MUI. Di
dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual
dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada MUF Syariah Banda Aceh pada
umumnya berlaku sama seperti yang diterapkan di lembaga keuangan syariah
yang lainnya. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada MUF, MUF melakukan
penilaian, MUF membelikan barang kepada supplier, MUF menjual kembali
kepada nasabah dengan harga jual lebih tinggi, kemudian nasabah melakukan
pembayaran kepada MUF dengan cara cicil. Proses pelunasan utang pembiayaan
murabahah dengan pemotongan harga dapat diberi dengan syarat pelunasannya
dilakukan pada masa tahun-tahun pertama pembiayaan. Namun, di dalam surat
perjanjian justru ditegaskan nasabah tidak diberi potongan harga. Ne -~ -" ="
membayarkan seluruh sisa harga jual yang masih terutang, yang ter

pokok dan margin yang belum dilunasi. Jadi, dapat disimpulkan bal

dari fatwa DSN-MUI, MUF Syariah Banda Aceh belum menerapk

Fatwa DSN-MUI dan tidak sesuai prinsip syariah.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
: t dengan
1 | o & A | g ttik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 @ B WY bt 7 titik di
bawahnya
3 & i YA & ‘
s dengan
4] & S titik di s gh
atasnya
5 d Y b o f
h dengan
6 z h titik di Y a q
bawahnya
7 ¢ kh YY g k
8 2 D vy J I
9 3 Z zdengan | Y¢ N m

viii




titik di
atasnya
10 J R Yo O n
11 J z 1 ) w
12 o Yv > h
13 | U sy YA s 4
s dengan
14 | e S titik di L) ¢ y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:




Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
@ o Fathah dan ya Al
s O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = Kaifa,
Js  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fatkah dan alif atau ya A
& Kasrah dan ya 1
3 Dammah dan wau U
Contoh:
Jé= gala
e~ rama
J8 = gila
J5% = yaqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( %) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrahdan
dammah, transliterasinya adalah t.
b. Tamarbutah (&) mati



Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikutioleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

Lapiaks) raudah al-agfal/ raudatul agfal
s 3a)  al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEGA . Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Xi
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan murabahah merupakan satu di antara beberapa jenis produk
pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan (bank atau non bank)
yang cukup diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dimuat pada
laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa akad murabahah
berkontribusi 58% dari total pembiayaan pada perbankan syariah. Bahkan,
pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah ini menempati posisi
pertama, kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah, gard, dan
mudarabah. Akad murabahah atau murabaha contract) adalah perjanjian
pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan
barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana
penjual menginformasikan lebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.*

Dalam konteks perusahaan pembiayaan akad murabahah ini
dilaksanakan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan pembiayaan,
supplier (penyedia barang), dan nasabah. Perusahaan pembiayaan menyediakan
pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian suatu produk barang dari supplier.
Pada tahap ini, pihak perusahaan bisa mewakilan pembelian barang kepada
nasabah dengan munculnya akad baru yaitu akad wakalah dengan ketentuan
bahwa barang yang dikawakilkan pembeliannya itu harus lebih dahulu menjadi
milik perusahaan.? Ataupun dengan skema lain yaitu perusahan secara langsung
membelikan komoditas barang yang dikehendaki nasabah, kemudian menjual

kembali pada nasabah dengan ketentuan perusahaan secara terus terang

'Ridwan Nurdin dan Sri Ainun Jariah, “Analisis Rate Margin Murabahah pada
Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi KPR BTN Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Satu
Penelitian Pada BTN Syariah KC Banda Aceh”. Jurnal Al-Mudharabah. Vol. 3, Ed. 1, (2021).
Diakses melalui: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20995/, tanggal 24 Mei 2024.

“Muhamad, Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2018), him. 124.
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menyebutkan harga asal dan marjin keuntungan di waktu akad.® Jadi, di dalam
akad murabahah, dipersyaratkan keterusterangan dari penjual mengenai harga
beli, selain itu penjual juga menjelaskan nilai keuntungan yang diperolehnya
kepada pembeli.

Produk pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan sistem kredit atau
tidak tunai (angsuran). Sebelum jatuh tempo atau masa tenor pembiayaan
nasabah secara hukum diperbolenkan melunasi utang pembiayaan akad
murabahah pada perusahaan. Dalam konteks ini, nasabah mendapatkan diskon
atau potongan harga dari perusahaan. Hal ini telah disebutkan dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:
153/DSN-MUI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah
sebelum Jatuh Tempo. Di dalam Fatwa ini disebutkan bahwa pelunasan utang
pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT) adalah pelunasan
utang murabahah lebih awal dari jangka waktu yang disepakati. PU-PMSJT
boleh dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak Lembaga
Keuangan Syariah (LKS). Sekiranya PU-PMSJT dilakukan, baik atas kehendak
nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan
potongan harga dari gimah ismiyyah. Qimah ismiyyah ialah harga yang
disepakati LKS (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli) berdasarkan
jangka waktu yang disepakati pada saat akad.

Selain fatwa di atas, sebelumnya DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa
No 23/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
Dalam fatwa ini disebutkan bahwa jika nasabah dalam transaksi murabahah
melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran

tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan

*Muhamad, Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2018), him. 124.



sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan
LKS.

Pada kenyataannya, sebagian LKS memberi potongan kewajiban
nasabah pada saat pelunasan dipercepat, dan sebagian lainnya tidak memberikan
potongan kewajiban nasabah pada saat pelunasan dipercepat, atau memberikan
potongan tapi nasabah merasa tidak puas. Terkait hal ini, peneliti telah
melaksanakan kajian dan penelitian awal pada Mandiri Utama Finance (MUF)
Syariah di Kota Banda Aceh. Menurut keterangan TFA, bahwa perusahaan
pembiayaan MUF Syariah pada umumnya tidak memberikan potongan harga.
Sekiranya nasabah ingin melunasi sisa utang murabahah, maka nasabah tersebut
harus membayarnya sesuai dengan jumlah sisa tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas maka bisa diketahui bahwa MUF Syariah
Kota Banda Aceh selaku perusahaan pembiayaan atau LKS sejauh ini tidak
memberi potongan harga kepada nasabah yang melakukan pembayaran atau
pelunasan atas utang murabahah. Padahal di dalam ketentuan dua Fatwa DSN
MUI sebelumnya justru menegaskan bahwa LKS wajib memberikan potongan
harga kepada pihak nasabah sekiranya nasabah melakukan pelunasan atau
pembayaran cepat sebelum jatuh tempo. Untuk itu permasalahan ini menarik
untuk diteliti dengan judul yaitu: “Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah
Sebelum Jatuh Tempo Menurut Fatwa Mui Nomor 153/Dsn-Mui/2022 Tentang
Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah (Sudi Pada Mandiri Utama Finance
Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

*Wawancara dengan TFA, Staf di Bagian Pembiayaan, MUF Syariah Kota Banda Aceh,
tanggal 4 Desember 2023.



1.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Mandiri Utama
Finance (MUF) Syariah Kota Banda Aceh?

Bagaimana proses pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum
jatuh tempo pada MUF Syariah Kota Banda Aceh?

Bagaimana pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh
tempo di MUF Syariah Kota Banda Aceh dalam perspektif Fatwa MUI
Nomor 153/DSN-MUI/2022 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan
Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

&

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Mandiri
Utama Finance (MUF) Syariah Kota Banda Aceh.

Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelunasan utang pembiayaan
murabahah sebelum jatuh tempo pada MUF Syariah Kota Banda Aceh.
Untuk menganalisis pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum
jatuh tempo di MUF Syariah Kota Banda Aceh dalam perspektif Fatwa
MUI Nomor 153/DSN-MUI/2022 tentang Pelunasan Hutang
Pembiayaan Murabahah.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, di

antaranya adalah sebagai berikut: pertama, Skripsi Siti Paisah, berjudul: Hukum

Terhadap Pemotongan Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Panyabungan Menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/Dsn-Mui/lii/2002.> Hasil temuan dalam

penelitiannya bahwa pengaturan percepatan pelunasan pembiayaan murabahah

*Siti Paisah, “Hukum Pemotongan Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Panabungan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
DSN Nomor: 23/Dsn-Mui/lii/2002”, (Skripsi Dipublikasikan), Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019, him. 96.



di BSM Cabang Panyabungan diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-
MUI/111/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal
waktu. Prosedur pemotongan pembiayaan murabahah atas percepatan pelunasan
di BSM Cabang Panyabungan merupakan hak dan wewenang pihak BSM yang
hanya bisa diberikan kepada nasabah atas pertimbangan tertentu, adapun
prosedur yang dilakuakan pihak bank adalah nasabah mengajukan pembiayaan
di BSM Cabang Panyabungan dalam jangka waktu yang telah disepakati,
dengan pelunasan pembiayaan dengan cara diangsur setiap bulan, setelah
berjalan beberapa bulan nasabah ingin melunasi semua sisa hutangnya, nasabah
harus mengajungan surat permohonan dari pelunasan pembiayaan tepat waktu
atau sebelum jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati, nasabah akan
diberikan potongan atas pelunasan pembiayaan yang diajukan kepada pihak
bank dengan alasan nasabah dapat melunasi pembiayaannya tepat waktu atau
lebih cepat dari waktu yang disepakati. Potongan yang diberikan oleh bank ke
nasabah tergantung dari kebijakan si bank itu sendiri.

Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap
pemotongan atas percepatan pembiayaan murabahah pada BSM Cabang
Panyabungan, yakni apabila nasabah dalam transaksi murabahah melakukan
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran
tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan
sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan
LKS.

Kedua, Skripsi Cut Munawwarah, berjudul: Dampak Hukum Atas
Nasabah Yang Melakukan Pelunasan Dipercepat Dalam Pembiayaan
Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie.° Hasil

®Cut Munawwarah, “Dampak Hukum Nasabah Yang Melakukan Pelunasan Dipercepat
dalam Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie”. (Skripsi
Dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, him. 47.



penelitiannya ialah pada dasarnya Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie tidak
menetapkan suatu kebijakan yang rumit pada nasabah yang ingin untuk
mempercepat pelunasan. Pembayaran angsuran ini sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip islam. Dampak hukum terkait pelunasan dipercepat
dalam pembiayaan murabahah yaitu pembebasan kewajiban nasabah mengenai
pembayaran pembiyaan murabahah yang berupa bebas dari pembayaran utang
pokok, tidak ada kewajiban pembayaran tambahan serta kemudian barang
menjadi kepemilikan penuh nasabah dengan terbebas kewajiban ini maka
menandakan bawa perjanjian tersebut telah berakhir.

Ketiga, Skripsi Risma Arisejati, berjudul: “Implementasi Fatwa DSN-
MUI No. 153/Dsn-Mui/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan
Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota
Serang”.” Di dalam penelitiannya disimpulkan bahwa praktik pelunasan utang
dalam pembiayaan murabahah tidaklah rumit, dan nasabah langsung mendatangi
bank dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan erta mengajukan
permohonan pelunasan. Pemberian potongan pelunasannya sebelum jatuh tempo
pada pembiayaan murabahah pada BSI KCP Kota Serang mengacu kepada
Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/I11/2002 di dalam praktiknya. Bahwasanya
potongan pelunasan yang diterapkan BSI tidak diperjanjikan di awal dan juga
besar potongan yang diberikan itu berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari
pimpinan. Kesesuaian pelaksanan pelunasan utang pembiayaan murabahah
sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dengan
Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/V1/2022 belum sepenuhnya sesuai, yakni
tidak sesuai dengan poin ke 2 dan juga 3 di mana pelunasan utang boleh
dilakukan atas kehendak nasabah maupun LKS, tetapi dalam dalam praktiknya

BSI KCP Kota Serang memberikan potongan apabila nasabah meminta

"Risma Arisejati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/V1/2022 tentang
Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia
KCP Kota Serang”. (Skripsi Dipublikasikan) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sutan
Maulana Hasanuddin, Banten, 2023, him. 90-91.



potongan pembiayaan kepada LKS. Kemudian pada poin 3 LKS tersebut wajib
memberikan potongan harga dari Qimah Ismiyyah. Sedangkan dalam praktiknya
pemberian potongan pelunasan bersifat sukarela bagi LKS.

Kempat, Artikel yang ditulis Hanik Maesaroh, yang berjudul: Pelunasan
Angsuran Sebelum Jatuh Tempo pada Pembiayaan Murabahah Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS).® Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
aspek ppelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah atau BPRS memang sudah semestinya
menerapkan prinsip syariah karena pada dasarnya potongan pelunasan itu
seharusnya hak prerogatif bank di dalam memberikan keringanan kepada
nasabah dan juga menentang praktik time value of money sebagaimana dasar
hukum yang melatar belakanginya.

E. Penjelasan Istilah

Di dalam penelitian ini, terdapat tiga istilah penting yang perlu
dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu pelunasan utang pembiayaan, murabahah.
Masing-masing istilah di atas dikemukakan di dalam penjelasannya berikut ini:

1. Pelunasan Utang Pembiayaan

Istilah pelunasan pembiayaan tersusun dari tiga kata. Kata pelunasan
berasal dari kata lunas, berarti beres dan selesai dibayar, terbayar dan
impas.” Adapun kata pelunasan artinya proses melunasi, proses
menuntaskan. Kata pelunasan di sini berhubungan dengan utang kredit.
Pelunasan kredit di sini dapat bermakna pelunasan sesuai jatuh tempo, atau

pelunasan seluruhnya sebelum jatuh tempo, dan pelunasan dipercepat

®Hanik Maesaroh, “Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Pembiayaan Murabahah
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), Jurnal Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, (Juni 2018).
Diakses melalui: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1738, tanggal 24
Mei 2024.

*Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), him. 338.


https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1738

sebagian.’® Pelunasan kredit di sini juga berarti dipenuhinya semua
kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan
perjanjian kredit.*!

Adapun kata utang berarti uang yang dipinjam dari orang lain.'?
Dalam pengertian para ahli, seperti pendapat Jerry Hoff yang dikutip oleh
Sjahdeini, bahwa utang dalam pengertian yang luas ialah kewajiban
membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian
utang piutang, atau suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu
yang timbul dari perjanjian dan kontrak lain yang menyebabkan debitur
harus membayar sejumlah uang yang tertentu.”® Dengan demikian, istilah
pelunasan utang di dalam pembahasan ini maksudnya adalah proses
membayar secara lebih cepat utang yang ditetapkan oleh perusahaan
pembiayaan (di dalam hal ini adalah Mandiri Utama Finance Syariah)
terhadap nasabah yang mengajukan kredit sebelum jatuh tempo.

Adapun istilah pembiayaan merupakan bentuk derivatif dari istilah
biaya, maknanya ialah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan,
mendirikan atau melakukan sesuatu. Adapun kata pembiayaan bermakna
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan biaya.'* Dalam istilah lain,
pembiayaan sering disebut financing ataupun lending (Inggris), atau al-
tamwil (Arab), yang oleh Nafis dan Fauzan mendefinisikannya sebagai

sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk penyediaan dana

1smail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Cet. 5, Edisi Revisi,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 187.

“Thomas Suyatno, dkk., Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2007), him. 86.

2Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia..., him. 772.
Bgutan Remy Sjahdeini, Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 197.

“Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia..., him. 196.



ataupun tagihan berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah,’® atau
akad lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah.® Pembiayaan
merupakan aktivitas bank syariah di dalam menyalurkan dananya ke pihak
nasabah yang membutuhkannya dan memberi manfaat tersendiri pihak bank,
nasabah, dan juga pihak pemerintah. Di dalam makna lain, pembiayaan
adalah berupa aktivitas bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak yang
lainnya selain bank dengan nilai dan prinsip syariah. Penyaluran dana
berbentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh
pemilik pada pengguna dana.!” Istilah pembiayaan merupakan aktivitas
memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak
yang merupakan defisit unit.*®
2. Murabahah

Adapun Kkata murabahah berasal dari kata rabaha artinya
¥ Menurut ketentuan di dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-
MUI/1V/2000 maksud dengan murabahah adalah menjual barang dengan

memberikan keuntungan.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai laba.”® Dengan kata lain, murabahah

>M. Fauzan, Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 272.

®*Muh. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang
teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional &
Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Ul Press, 2011), him. 237.

Y1smail, Perbankan Syariah, Cet. 2 Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), him. 83.

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. 11, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2007), him. 160.

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia: Arabi-Indunisi, (Jakarta: Hida Karya
Agung, 2001), him. 136.

“Aulil Amri dan Linda, “Analysis of the Legibility of Murabahah Wakalah Financing
Practices at PT. Aceh Sharia Bank KCP Diponegoro: a Case Study Based on Figh Muamalah
and DSN MUI Fatwa)”, Al-Igtishadiah, Vol. 3, No. 2, (2022). Diakses melalui:
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/igtishadiah/article/view/2354, tanggal 24 Mei 2024.


https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/iqtishadiah/article/view/2354
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adalah penjualan dengan harga beli yang ditambah dengan untung yang telah
ditentukan.?*

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dalam kajian
penelitian ini bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan
ataupun penyediaan biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan
(pada konteks ini adalah oleh Mandiri Utama Finance Syariah) kepada
nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhannya melalui mekanisme jual beli,
yang mana perusahaan menjual barang pada nasabah dengan harga asal dan

ditambah dengan marjin keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu
memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode
penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang
akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan mengenai pelunasan
utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo sebagai dalam ketentuan
Fatwa MUI Nomor 153/DSN-MUI/2022 dengan mengambil studi di MUF
Syariah Kota Banda Aceh. Memahami persoalan hukum (legal issue) secara
lebih baik dan holistik diperlukan pendekatan, di mana pendekatan dalam
kajian skripsi ini adalah pendekatan konseptual disebut conceptual
approach. Pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan beranjak kepada
pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (legal
issue) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin hukum dapat

84.

1Sa’id Abdul ‘Azim, Jual Beli, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him.
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dipergunakan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum
yang sedang dikaji dan diteliti.?* Pada penelitian ini, pendekatan konseptual
ialah dengan melihat konsep dan pendapat hukum sehingga menjadi bagian
dari cara menganalisis menyangkut fokus penulitian, yaitu Pelunasan Hutang
Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Menurut Fatwa Mui Nomor
153/Dsn-Mui/2022 Tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah,

dengan mengambil studi pada Mandiri Utama Finance Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk,
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.?* Pada
penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum
dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap,
perilaku sosial terhadap hukum.?* Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum
yang dimaksudkan ini adalah pelunasan utang pembiayaan murabahah
sebelum jatuh tempo sebagai dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 153/DSN-
MUI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah, dengan
mengambil studi yaitu pada Mandiri Utama Finance Syariah Kota Banda
Aceh.
3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini ada dua yaitu primer dan
sekunder. Data primer adalah data pokok yang memberikan secara langsung

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun data sekunder ialah sumber

?peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 135.

%Jonaedi Efendi, dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 3.

| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 12.
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data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun
data primer ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, sementara
data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku,
kitab fikih, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan bahan kepustakaan yang
relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan
mewawancarai  langsung pihak Mandiri Utama Finance Syariah,
menyangkut tata cara dan proses pelunasan utang pembiayaan murabahah
sebelum jatuh tempo.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara
bebas atau tidak struktur. Pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir
secara alami sebagaimana percakapan biasa. Pengumpulan melalui proses
wawancara membutuhkan informan. Adapun pihak menjadi narasumber atau
informan dalam penelitian ini adalah:

1) M, Staf Bagian Pembiayaan MUF Syariah Banda Aceh.

2) TFA, Sales Marketing Produk pada MUF Syariah Kota Banda

Aceh.

3) TREF, Staf Bagian Kasir MUF Syariah Banda Aceh.

4) SR, Nasabah Pembiayaan pada MUF Syariah Banda Aceh.

Selain sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-
data kepustakaan berhubungan dengan konsep pembiayaan murabahah
misalnya dalam kitab karangan Wahbah al-Zuhaili, “al-Figh al-Islami wa
Adillatuh”, karya Muhammad al-Zuhaili, al-Mu tamaf fi al-Figh al-Syafi i,
karya Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah dan literatur-literatur yang lainnya yang
relevan.

5. Lokasi Penelitian
Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris maka di

sini perlu ditentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat
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di mana penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di
Kota Banda Aceh, khususnya pada Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah
Banda Aceh.
6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan confirmability dalam
suatu penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang
dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan
keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.” Objektivitas
data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang
sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini,
objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh
senyatanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak ditafsirkan dalam
bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa
adanya yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antar data pada partisipan
dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara
data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan
antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data
yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun
validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek
penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini validitas
data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat
sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.
7. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan
di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori

hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui deksriptif-analisis,

%Jejen Musfah, Tips Menulis Karya llmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis,
Disertasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 70.
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yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan
penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat
dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan
cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih
mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih
jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai
dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis
yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu
pengumpulan data, reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi.

b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu
dicatat secara teliti, rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum
semua data yang telah dikumpulkan, mengumpulkan data pokok,
sehingga data tersebut dapat memberi gambaran yang lebih jelas.

c. Display data adalah penyajian data. Langkah display data dilakukan
setelah data direduksi. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori serta bentuk lainnya. Dalam langkah
ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di
dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang diperoleh
benar benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa
yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang
dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah
yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.?

8. Pedoman Penulisan Skripsi

%sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2013), him. 91-99.
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Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.
Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari Alquran
dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun
2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yang terdiri dari
bab pendahuluan, landasan konseptual dan teori, kemudian hasil pembahasan,
serta penutup. Masing-masing bab disusun berdasarkan pembahasan sub bab
memiliki relevansi dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, berikut ini
dikemukakan dan ditulis sistematika pembahasan yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, bab ini disusun dengan
sistematika latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, konsep pelunasan utang pembiayaan murabahah, tentang
konsep pembiayaan murabahah, pengertian dan dasar hukum pembiayaan
murabahah, aplikasi akad murabahah, konsep pelunasan utang pembiayaan
murabahah dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian pelunasan utang,
pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, pemberian
diskon pada pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan analisis proses
pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di Mandiri
Utama Finance Syariah Kota Banda Aceh. adapun pembahasan yang akan
dibahas, yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme
pelaksanaan akad murabahah di Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah Kota
Banda Aceh, proses pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh

tempo pada MUF Syariah Kota Banda Aceh, pelunasan utang pembiayaan
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murabahah sebelum jatuh tempo di MUF Syariah Kota Banda Aceh dalam
perspektif Fatwa MUI.
Bab empat merupakan penutup, yang terdiri dari poin temuan

kesimpulan dan saran.



BAB DUA
KONSEP PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN
MURABAHAH

A. Konsep Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan yang disediakan perusahaan pembiayaan non bank atau
bank syariah saat ini bergulir dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat dalam
upaya memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti pembelian kendaraan, rumabh,
perabotan dan pelengkapan rumah tangga, maupun kebutuhan produktif seperti
modal usaha dan lainnya. Perusahaan pembiayaan berbasis sistem syariah
sengaja memberikan layanan dalam bentuk produk-produk pembiayaan syariah,
yaitu dengan memakai akad-akad yang oleh syariat diakui legalitasnya. Salah
satu bentuk kontrak (akad) yang umum digunakan oleh perusahaan pembiayaan
saat ini adalah murabahah. Untuk memahami lebih jauh sistem dan mekanisme
serta aplikasi pembiayaan ini maka perlu dikemukakan lebih dahulu terkait
pemaknaan pembiayaan murabahah dan dilanjutkan dengan pembahasan dasar
hukum. Bagian akhir sub bab ini akan dikemukakan tentang aplikasi akad
murabahah pada perusahaan pembiayaan.
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
Istilah pembiayaan murabahah terdiri dari dua kata. Kata
pembiayaan adalah bentuk derivatif dari istilah biaya, artinya uang yang
dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu.
Adapun kata pembiayaan berarti sebagai segala sesuatu yang ada
hubungannya dengan biaya.?” Di dalam istilah lain, pembiayaan sering
disebut financing atau lending (Inggris), atau al-ramwil (Arab), yang oleh

Nafis,?® juga Fauzan,®® mendefinisikannya sebagai suatu kegiatan yang

'Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), him. 196.

“Muhammad Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif
tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Ul Press, 2011), him. 237.
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dilakukan perusahaan di dalam bentuk penyediaan dana atau tagihan dengan
menggunakan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lainnya
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah.

Menurut definisi yang lebih luas, terdapat beberapa formula rumusan
para ahli, di antaranya dikemukakan Ismail, bahwa pembiayaan ialah
aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya ke nasabah yang
membutuhkannya dan memberi suatu manfaat tersendiri pihak bank,
nasabah, serta pemerintah. Dalam makna lain, pembiayaan berupa aktivitas
bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang
dilaksanakan dengan nilai dan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik
kepada pengguna dana.*® Sementara itu, menurut Muhammad Syafi’i
Antonio, pembiayaan merupakan suatu aktivitas memberi fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit
unit.®* Jadi, jelaslah bahwa maksud pembiayaan di sini lebih dimaknai
sebagai penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan seseorang.
Penyedianya ialah lembaga pembiayaan, sementara objek yang ditarget
adalah masyarakat secara luas yang kemudian statusnya menjadi konsumen,
nasabah dan lainnya.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pemaknaan pembiayaan
tidak dapat dilepaskan dari kata syariah. Pada akhir kata pembiayaan
biasanya akan dibubuhkan kata syariah, sehingga menjadi pembiayaan
syariah. Kata syariah di sini umumnya dimaknai sebagai hukum Islam, atau

tuntunan dalam hukum Islam. Dalam makna bahasa, syariah disebut sebagai

M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum & Yurisprudensi, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 272.

®|smail, Perbankan Syariah, Cet. 2 Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), him. 83.

*'Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. 11 (Jakarta:
Gema Insani Press, 2007), him. 160.
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sebuah jalan merujuk ke mata air.** Dalam istilah lain disebut way atau path
to the water source artinya jalan yang lempang, jalan yang dilalui air
terjun.®®* Sementara itu, dalam makna yang lebih luas, umumnya dipahami
sebagai ketetapan Allah SWT terhadap mukalaf (orang yang dibebani
hukum), baik dalam bentuk perintah maupun larangan.** Misalnya, shalat,
puasa, zakat, dan lainnya.*®

Adapun maksud pembiayaan syariah dan sering pula disebut al-
tamwil al-Islami atau Islamic financing, ialah penyediaan uang dan atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan
kesepakatan di antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang (tagihan) tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.*® Muhammad Syakir Sula
menyatakan bahwa kegiatan di dalam proses pembiayaan perspektif syariah
ialah kegiatan yang dilaksanakan pemilik harta terhadap pemilik usaha untuk
maksud (tujuan) memberdayakan pemilik usaha melakukan kegiatan usaha,
di mana pemilik harta itu berharap memperolah manfaat tertentu.*’

Konsep pembiayaan pada perusahaan syariah muncul sebagai sebuah
imbangan dari layanan kredit pada perusahaan pembiayaan konvensional. Di
dalam beberapa catatan ahli seperti dalam keterangan Ismail dijelaskan

bahwa perbedaan kedua konsep tersebut, di mana bank atau perusahaan

*Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 23.

*Abd. Shomad. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 23.

#<Abd Al-Hay ‘Abd Al-‘Al, Usil Al-Figh Al-Islami, (Terj: Muhammad Misbah)
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 26: Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah:
Pemanfaatan limu Pengetahuan dalam Usil Figih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 19.

®yasuf Al-Qaradawi, Al-Madkhal i Dirasah Syari’ah Al-Islamiyyah, (Terj: Ade
Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 13.

*Toman S. Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintahan, Edisi Kedua, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 375.

$"Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2016), him. 359.



20

pembiayaan konvensional, penyaluran dananya dalam bentuk kredit atau di
dalam bentuk lainnya dengan imbalan berupa bunga. Berbeda dengan bank
dam perusahaan pembiayaan syariah, produknya adalah pembiayaan,
berupaya menyalurkan dana tidak dalam bentuk utang piutang, dan tanpa
bunga.®

Pengertian berikutnya dipahami dari penjelasan Nafis yang mengutip
penjelasan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/2003
tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk Bagi Bank Syariah. Dalam
aturan ini dikemukakan bahwa maksud pembiayaan ialah penyediaan dana
dan tuntutan berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah dan
pembiayaan yang lainnya berdasarkan prinsip perkongsian.*® Berdasarkan
pengertian tersebut dipahami bahwa pembiayaan diartikan sebagai
penyaluran dana dengan menggunakan akad-akad tertentu, tidak hanya
dibatasi mudarabah dan musyarakah, namun mencakup akad-akad lainnya
yang relevan, seperti pada akad murabahah dan semacamnya.

Menurut Antonio, pada pembiayaan ini, tugas pokok perusahaan
ialah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak yang merupakan defisit unit ataupun pihak yang kekurangan
dana.*® Kegiatan pembiayaan menurut Syakir Sula sama seperti kegiatan
investasi keuangan, yang berdasarkan syariah adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemilik harta (dalam hal ini adalah pihak bank syariah)
terhadap pengusaha atau masyarakat (dalam hal ini adalah si nasabah), untuk
memberdayakan para pengusaha dan masyarakat tersebut dalam melakukan
kegiatan usaha di mana pemilik harta (bank) juga berharap ada manfaat

tertentu dari proses pembiayaan tersebut.**

*|smail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2018), him. 27.

$Muhammad Cholil Nafis, Teori Hukum..., him. 237.
**Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., him. 160.
*"Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah..., him. 359.
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Mencermati beberapa pengertian pembiayaan di atas, dapat dipahami
bahwa pembiayaan adalah salah satu aktivitas, sekaligus tugas pokok sebuah
perusahaan pembiayaan dan berupa penyaluran dana atau penyediaan
fasilitas dalam bentuk pemberian dana yang sistem pelaksanaannya terikat
dengan dan dibatasi oleh syarat-syarat sesuai prinsip syariah, diberikan pada
pihak-pihak yang memerlukan dana ataupun defisit unit dalam mengelola
kebutuhan dan usahanya.

Adapun istilah kedua yang perlu dijelaskan adalah murabahah. Kata
murabahah asalnya diambil dari kata dasar rabaka, maknanya diddun
khasir, yaitu beruntung, menguntungkan, memberi keuntungan.*’ Istilah
murabahah juga berarti rib/, yaitu keuntungan. Pada konteks jual beli, ribk
menunjukkan makna adanya keuntungan terhadap barang yang sedang
diperjualbelikan dari harga asalnya.” Murabahah juga berarti ziyadah ‘ala
al-ra’s al-mal, artinya pertambahan pada pokok harta. Konsep murabahah
sebagai suatu bentuk jual beli berupa pertukaran harta sebagai objek akad
yang dilaksanakan atas dasar saling rida.** Istilah murabahah juga berarti
memindahkan hak milik dengan objek yang menjadi gantinya sesuai yang
dibenarkan.* Menurut Al-Juzairi, murabahah memiliki dua makna. Pertama
makna umum, yaitu segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan
masyarakat setempat. Kedua makna khusus, yaitu setiap bentuk jual beli

termasuk akad salam, sarf, dan jenis akad lainnya.** Mengacu kepada

“2pchmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), him. 463.

“Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), him. 79.

*“Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 67.

**Mardani, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 101.
*®Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘Al Al-Mazahib Al-Arba’ah, (Terj: Nabhani 1dris), Jilid
3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 266.
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beberapa definisi bahasa di atas, dipahami bahwa dalam konsep pelaksanaan

jual beli minimal mempunyai enam aspek, yaitu:

a.
b.

c
d.

=h @D

Penjual

Pembeli

Tukar menukar harta

Saling rela

Objek harta menjadi hak milik kepada masing-masing pihak

Modal pembelian pertama, harga jual kepada pembeli, dan
keuntungan sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli

Menurut makna terminologi, makna murabahah ini bisa dipahami

dari beberapa rumusan para ulama. Empat di antaranya dapat dikemukakan

berikut ini:

a.

C.

Menurut Yasuf Al-Qaradawi, murabahah merupakan konsep jual
beli yang ada keharusan bagi penjual menerangkan harga asal,
keuntungan yang diperoleh pada saat menjualkan ke pembeli. Jual
beli murabahah adalah jual beli dengan harga jual lebih tinggi dari
pada nilai modal.*’

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli murabahah merupakan
menjual objek barang dengan harga pembelian ditambahkan
keuntungan yang tertentu, misalnya si pemilik barang menyatakan
berapa dia membeli barang dagangannya, kemudian ia meminta
keuntungan yang tertentu baik secara global.*®

Menurut Sayyid Sabiq murabahah merupakan menjual barang
dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu, jika nilai

penjualan itu sama dengan harga pembelian, ia disebut dengan jual

“yasuf Al-Qaradawi, Al-Qawa’id Al-Hakimah Li Al-Figh Al-Muy’amalat, (Terj:
Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 19.

*®Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 357.
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beli tawliyyah, jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual
beli wadi’ah.*®

d. Menurut ‘Abd Al-‘Azim, murabahah adalah penjualan dengan harga
beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.*

Berdasarkan empat pengertian ahli di atas maka dapat dipahami
bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli, yang fokus
utamanya ialah jumlah keuntungan yang diperoleh penjual diketahui oleh
pembeli. Maknanya penjual secara jujur menyatakan barang yang dijualnya
itu dengan modal yang tertentu, kemudian ia menjualnya kepada pembeli
dengan harga modal itu dan ditambah dengan beberapa keuntungan sesuai
kesepakatan. Di dalam jual beli secara Islam, penjual sebenarnya tidak
disyaratkan menjelaskan berapa modal dan keuntungannya. Penjual boleh
saja mengambil keuntungan dua kali lipat atau lebih, dan tidak ada
keharusan untuk menjelaskan keuntungannya kepada pembeli. Namun,
sekiranya jumlah modal asal dan jumlah keuntungan itu dia kasih tahu
kepada pembeli, maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Nama jual beli
inilah yang disebut dengan al-bai’ murabahah. Dengan begitu, dapat
digambarkan skema jual beli murabahah berikut ini:

Gambar 2.2: Pola Akad Murabahah Melibatkan Dua Pihak
Murabahah

: 1 Proses Tawar Menawar
Penjual s - -

Kesepakatan
Akad

Konsekuensi Akad: Peralihan
Kepemilikan

_____________________________________________

“Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Abu Aulia & Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 38.

S3°id Abd Al-‘Azim, Akhta’ Syd‘i’ah fi Buyi’ wa Hukm Ba’du Mu’amalat Al-
Hammabh, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him. 84.
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Berdasarkan konsep pembiayaan dan murabahah di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah layanan yang berupa
produk  penyaluran dana dari  perusahaan pada  masyarakat
(konsumen/nasabah) yang menggunakan layanannya, di mana pembiayaan
itu diberikan dalam konteks pembelian suatu komoditas barang, baik
digunakan untuk konsumtif maupun digunakan untuk produktif modal
usaha, perusahaan akan membeli komoditas barang yang diinginkan
konsumen dengan modal tertentu, kemudian menjual kembali kepada
konsumen dengan harga modal ditambah margin keuntungan yang diketahui
oleh para pihak.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Pejalanaan sistem ekonomi Islam sejak awal memosisikan praktik
jual beli dengan model murabahah sebagai praktik yang diakui legalitasnya
oleh syarak. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli dibenarkan dalam
Islam, dan praktik jual beli telah berlaku sejak lama, bahkan menjadi satu-
satunya model muamalah yang dilakukan manusia di sepanjang
keberadaannya, hal ini sesuai dengan keterangan Ibnu Khaldin, bahwa
bidang perdagangan (jual beli) ialah termasuk ke dalam mata pencarian yang
paling awal dan bersifat alami dalam kehidupan manusia.>*

Sejarah awal dalam praktik jual beli ini dilakukan melalui
mekanisme barter, kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar
berupa uang di dalam ragam kriteria dan jenisnya.’* Diakuinya jual beli
murabahah sebagai salah satu transaksi yang legal dalam Islam karena
sebagai imbangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pemerolehan

kepemilikan. Kaitan dengan hal ini, Al-Syirazi (w. 476 H), salah seorang

> Abdurrahman lbnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldin, (Terj: Masturi Irham,
Abidun Zuhri, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 689-690.

?Ahmad Fu’ad Basya, Al-‘Ata’ Al-Timi li Al-Hadarah Al-Islamiyyah Wa Asaruhu fi
Al-Hadarah Al-Insaniyyah, (Terj: Masturi Irham & Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2015), him. 2.
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ulama mazhab Syafi’1 di dalam kitab al-Muhazzab, menyatakan bahwa jual
beli murabahah dibolehkan, yaitu menjual barang dengan harga pokok
dengan keuntungan yang diperoleh.>® Jadi jelaslah bahwa jual beli, apa pun
bentuk dan mekanismenya, asalnya memenuhi syarat dan rukun jual beli,
maka ia diperbolehkan dalam Islam.

Landasan hukum pembiayaan dengan akad jual beli murabahah
dalam Islam merujuk kepada keumuman dari QS. Al-Bagarah [2] ayat 275.
Adapun potongan ayatnya adalah:

@J)\ Fag 5 45T,

Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan

mengharamkan riba.

Merujuk kepada tafsir Ibnu Jarir al-Tabari, maksud riba dalam
konteks potongan ayat di atas merupakan tambahan dan menambahkan
sesuatu, dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang. Allah Swt justru
menghalalkan laba di dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan
riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab
menambah waktu pada orang yang berhutang padanya.> Al-Qurtubi dalam
komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal dalam syariat Islam
ada dua bentuk. Pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), yang
kedua adalah pengharaman kepada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu
transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba di dalam
syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan orang Arab.

Misalnya menagih uang hasil pinjaman dengan memberi jangka waktu,

AbT Ishiq Al-Syirazi, Al-Muhazzab fi Figh Al-Imam Al-Syafi'i, Juz’ 3, (Damaskus:
Dar Al-Qalam, 1996), him. 133.

*Ibnu Jarir Al-Tabari, Al Jami’ Al-Bayan ‘An Ta'wil Ay Al-Qur’an, (Terj: Amir
Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), him. 724.
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sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan Al-
Qurtubi diharamkan seperti disepakati seluruh umat sepanjang zaman.

Kalimat yang menyebutkan kehalalan jual beli sebagaimana
potongan ayat di atas menunjukkan makna yang umum, yang menjadi
pengkhususannya adalah kata riba dan transaksi lainnya yang dilarang,
seperti jual beli khamr, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang
belum ada kejelasannya, jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya
dalam hadis maupun ijmak para ulama.>® Karena ayat tersebut bersifat
umum, maka semua sistem, bentuk dan mekanisme jual beli yang memenuhi
syarat dan rukun jual beli dibolehkan dan dihalalkan dalam Islam, termasuk
dalam pembahasan ini adalah jual beli murabahah.

Dalam ilmu Ushul Figh, lafaz umum yang terdapat dalam Alquran
itu berlaku umum untuk semua cakupannya. Menurut Quraish Shihab, lafaz
‘am secara bahasa artinya menyeluruh. Menurut ulama ushul fikih, lafaz ‘am
ialah kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz, yaitu sesuai
dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lainnya. ‘Am
adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang dikandung wadahnya tanpa
kecuali. Oleh Karena itu, maka hukum yang ditarik dari lafaz itu, berlaku
pula untuk setiap satuannya.’’ Atas dasar lafaz umum inilah, maka akad
murabahah termasuk dalam makna al-bai’a sebagaimana tersebut dalam
potongan QS. Al-Bagarah ayat 275. Adapun mekanisme penerapan akad
murabahah dalam perusahaan pembiayaan justru tetap diperbolehkan.
Sebab, penyaluran dana pembiayaan melalui perusahaan hanyalah sebuah

perantara dalam mengaplikasikan akad murabahah tersebut.

** Abi Bakar Al-Qurtubi, Al-Jami’ Ii Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Amir Hamzah., dkk), Jilid
3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 770.

%1bid., him. 788.

*M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Alquran, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), him.
155.
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Selain Alquran, rujukan hukum diperbolehkannya akad murabahah
ini juga merujuk pada keumuman hadis riwayat Ibnu Majah, dari Suhaib.
Dalam riwayat ini disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan secara tidak
tunai ialah salah satu transaksi yang mengandung berkah. Bunyi hadisnya
berikut ini:

:J.ML'JL -Jé 5 mju;a»séuém 5 ae & o2 e E
RRSAIR RO S AT A ET T CJ:.\ J) &1

Dari Suhaib ra, bahwa Nabi bersabda: Ada tiga hal yang
mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, mugaradah
(mudarabah), dan juga mencampur gandum dengan jawawut untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah: No.
2280).

Hadis di atas secara redaksional memberi informasi bahwa
Rasulullah melegalkan jual beli tidak secara tunai. Dalam kasus jual beli
murabahah yang saat ini diaplikasikan di lembaga dan perusahaan
pembiayaan, murabahah ini dilakukan dengan sistem tidak tunai atau kredit,
penjual juga dapat menaikkan harga dengan alasan dan pertimbangan
lamanya tenggang waktu yang diberi pihak pembeli. Jual beli tidak secara
tunai memiliki pola yang cukup beragam, salah satunya dengan tambahan
keuntungan dari harga asal yang terformulasi dalam bentuk akad
murabahah.

3. Aplikasi Akad Murabahah pada Perusahaan Pembiayaan

Dewasa ini, penggunaan akad murabahah sudah jamak dilakukan
dan diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan. Sebelumnya,
penulis sudah menjelaskan skema jual beli murabahah yang dilakukan oleh
dua pihak antara penjual dan pembeli. Tetapi, aplikasi akad murabahah pada
perusahaan pembiayaan biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen,

perusahaan, dan supplier yang menyediakan barang yang dibutuhkan

*®Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Bait Al-Afkar, 1999), hlm. 219.
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konsumen. Prosedur jual beli murabahah ini justru berkembang mengikuti
pola yang sama sekali belum dikenal pada masa klasik. Konsep awalnya
hanya melibatkan dua pihak antara penjual dan pembeli, kemudian
berkembang menjadi tiga pihak sebagaimana telah disebutkan yaitu
konsumen, perusahaan, dan penyedia barang (supplier).

Aplikasi akad murabahah pada perusahaan pembiayaan memosisikan
ketiga pihak tersebut dalam posisi yang tidak saling berhubungan. Penjual di
sini disebut pemasok (supplier), pembeli disebut konsumen ataupun
nasabah, sementara penyedia pembiayaan ialah perusahaan pembiayaan.
Pola jual beli yang dilakukan dengan mekanisme pembeli atau konsumen
hendak membeli komoditas barang, mengajukan pembiayaan pada
perusahaan untuk membeli komoditas tersebut kepada supplier. Selanjutnya,
praktik jual beli dilakukan dengan dua tahap yaitu jual beli antara
perusahaan dengan supplier, kemudian jual beli antara perusahaan dengan
konsumen. Di sini, konsumen memberikan perintah atau meminta untuk
membelikan barang kepada supplier, sehingga pola semacam ini disebut
dengan pembiayaan sebutan murabahah KPP, atau “Murabahah Kepada
Pemesan Pembelian”, dalam fikih kontemporer disebut dengan istilah
murabahah li al-amr bi al-syira’.

Term murabahah li al-amr bil syira’, secara sederhana bermakna jual
beli yang dilakukan kepada pemesan pembelian yaitu perusahaan itu
sendiri.”® Konsumen memesan pembelian barang kepada perusahaan
pembiayaan untuk diproses terlebih dahulu atau membeli terlebih dahulu
kepada pihak supplier, langkah berikutnya perusahaan menjual kembali
barang dengan harga modal ditambah marjin keuntungan tertentu yang
disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen.

Konsep murabahah li al-amr bil syira’ berhubungan dengan janji

dari nasabah pada perusahaan untuk membeli komoditas barang, perusahaan

**Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., him. 103.
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bank kemudian menyelesaikan pembelian dan mengambil barang. Setelah

itu pihak perusahaan menjual kembali kepada konsumen dengan harga

angsuran atau kredit.®® Adapun skemanya dapat dikemukakan berikut:
Gambar 2.3: Aplikasi Akad Murabahah

pada Perusahaan Pembiayaan

Skema Akad Murabahah
Pemesanan Barang
Kor?seurgbeer: iz;ltau Perjan; ién_PembeIian Pefc;erra:]r;S 32: a;]e?]?:dia
Nasabah dan Akad Murabahah Pembiayaan
. Pemasok atau Penyedia e

Barang/Supplier

Dilihat dari para pihak, akad murabahah hanya melibatkan dua orang
(penjual dan pembeli) secara langsung. Penjual mempunyai komoditas
barang dan dijual kepada pembeli dengan harga yang sudah dipahami
keduanya, baik harga asal maupun harga pembelian yang lebih tinggi
sebagai keuntungannya. Setelah itu pembayaran dilakukan oleh pembeli.
Ada kemungkinan berbentuk tunai atau kredit. Dilihat dari aspek syaratnya,
maka akad jual beli murabahah hanya ditetapkan lima syarat yakni:®*

a. Pembeli mengetahui harga pertama atau harga awal komoditas
barang

b. Pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual

c. Modal yang dikeluarkan harusnya berupa komoditas misliyyat
(barang yang memiliki varian yang serupa)

d. Kontrak atau akad awal harus dipastikan sah

%\Wahbah Al-Zuhaili, Qadaya Figh Wa Al-Fikr Al-Mu sir, Juz’ 2, Cet. 2, (Damaskus:
Dar Al-Fikr, 2012), him. 271.

®'\Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Fi Uslibih Al-Jadid, (Damaskus: Dar Al-
Kitab, 1967), hlm. 416-418: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat Maliyah Al-Mu’asirah,
(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), him. 67-68.
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Tidak menyebabkan terjadinya riba di dalam kaitannya dengan harga

yang pertama.®

Di samping harus memenuhi lima syarat di atas, juga muncul

beberapa syarat lain yang mengikat baik syarat yang wajib dipenuhi oleh

nasabah atau perusahaan pembiayaan, maupun syarat di antara supplier

dengan perusahaan. Syarat-syarat yang mengikat kontrak pembiayaan

produk murabahah adalah sebagai berikut:

a.

Konsumen harus menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kriteria
komoditas barang yang hendak dibiayai oleh perusahaan, baik
tentang jenis, spesifikasi dan kriterianya.

Proses penjualan yang dilakukan oleh supplier pada pihak
perusahaan pembiayaan haruslah sempurna bukan dalam bentuk
utang. Maknanya bahwa perusahaan membelikan barang yang
dikehendaki oleh nasabah kepada supplier dengan cara tunai. Setelah
itu baru perusahaan dapat menjualnya kepada konsumen dengan cara
cicilan.

Komoditas objek barang yang diperjualbelikan itu haruslah hak milik
yang sah dan menjadi milik sempurna perusahaan pembiayaan.
Perusahaan diharuskan agar secara jujur menjelaskan harga barang
itu, serta menjelaskan marjin keuntungan yang diperoleh saat
menjualnya kepada konsumen.

Cara pembelian yang dilakukan biasanya berbentuk angsuran/cicilan.
Sekiranya pembeli bisa membeli secara tunai, tidak perlu
mengajukan pembiayaan. Satu pembiayaan diajukan justru pembeli
tidak memiliki cukup dana ataupun uang untuk membeli komoditas
yang diinginkan, karena memerlukan perusahaan pembiayaan yang
dapat membelinya secara tunai dan bersedia mengikatkan diri untuk

dibayar secara kredit (cicilan) oleh pembeli.

2\Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu amalat Al-Maliyah..., him. 68.
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Implementasi dan aplikasi akad murabahah dalam perusahaan
syariah juga sering diikuti dengan penggabungan akad lain berupa akad
wakalah yang disebut istilah murabahah bil wakalah. Hanya saja dalam
konteks murabahah dengan wakalah harus ada kejelasan pihak perusahaan
mewakilkan pembelian objek barang pada konsumen atas nama perusahaan.
Artinya bahwa konsumen membelikan barang tersebut atas dasar kuasa yang
diberikan oleh perusahaan. Hanya saja, barang yang dibeli itu harus atas
nama dan milik perusahaan dan secara prinsip harus dimiliki oleh
perusahaan pembiayaan itu sendiri. Hal ini telah diatur secara lebih khusus
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI), yaitu Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dalam
fatwa ini dijelaskan bahwa sekiranya bank atau non bank (perusahaan
pembiayaan) mewakilkan pembelian kepada nasabah, maka akad
murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi  milik
perusahaan pembiayaan. Adapun ketentuan umum akad murabahah dalam
bank syariah atau perusahaan pembiayaan syariah lainnya telah diatur di
dalam fatwa DSN-MUI tersebut adalah:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.

d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

f. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga

jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini, Bank harus
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memberitahukan secara jujur terkait harga pokok barang pada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan dan kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan di atas memang berlaku kepada bank syariah, namun
esensi aturan tersebut di atas juga berlaku kepada perusahaan-perusahaan
non bank, yang menyediakan pembiayaan kepada masyarakat. Pada poin
huruf i di atas, cukup jelas bahwa bank boleh mewakilkan pembelian barang
kepada nasabah, namun akad perwakilan atau wakalah ini haruslah
dilakukan di awal sebelum akad murabahah, sehingga pada waktu akad
murabahah terjadi, maka barang yang dibeli nasabah tersebut harus atas
nama bank. Prinsip dasar penggunaan akad wakalah di sini adalah barang
yang dibeli nasabah harus untuk dan atas nama bank, dan barang tersebut
benar-benar telah diketahui bank, selanjutnya dilakukan akad murabahah.

Akad wakalah yang digunakan antara perusahaan selaku muwakil
dan nasabah selaku wakil harus mengikuti ketentuan umum tentang akad
wakalah, baik mengenai syarat muwakkil, wakil, ijab gabul ataupun syarat
muwakal fihi (objek wakalah berupa suatu tindakan yang dilakukan wakil
yang mengganti posisi muwakkil).®* Adapun ketentuan lain dalam akad
wakalah di perusahaan pembiayaan syariah adalah menyangkut upah yang
diberikan bank sebagai fee yang diterima nasabah atau dalam istilah fikih

®Muhammad Al-Zuhaili, Mu'tamad fi Figh Al-Syafi’i, (Terj: Muhtadi), Jilid 3,
(Jakarta: Gema Insani., 2018), him. 236-242.
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disebut wakalah bi al-ujrah. Di sini pihak muwakkil boleh memberikan upah
kepada wakil terhadap perbuatan yang telah dilaksanakannya. Sebaliknya
muwakkil boleh juga tidak memberi upah kepada wakil sehingga wakil
melakukan muwakkal fihi secara sukarela.’* Jadi, dapat dipahami bahwa
aplikasi akad jual beli murabahah di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh
tiga pihak, yaitu nasabah, perusahaan, dan pihak supplier. Akad yang

digunakan misalnya murabahah, atau murabahah bi al-wakalah.

B. Konsep Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Islam
dan Hukum Positif

Terdahulu telah dikemukakan bahwa aplikasi penerapan akad
murabahah pada perusahaan pembiayaan merupakan produk pembiayaan dalam
bentuk kredit oleh konsumen pada perusahaan pembiayaan. Sebagai suatu
transaksi  kredit maka konsumen memiliki utang kepada perusahaan
pembiayaan, serta konsumen wajib mengembalikan sisa utang pokok pada
perusahaan sesuai masa/tempo yang telah disepakati oleh kedua pihak.
Konsumen memiliki peluang untuk melunasi seluruh pokok utangnya itu
sebelum jatuh tempo. Untuk memahami lebih jauh mengenai konsep pelunasan
utang pembiayaan murabahah dalam hukum Islam dan hukum positif, maka
terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pelunasan utang, dan pelunasan
utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, serta pembahasan tentang
pemberian diskon pada pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh
tempo.

1. Pengertian Pelunasan Utang
Istilah pelunasan utang sama dengan pelunasan kredit, artinya adalah
dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah (konsumen) terhadap bank

atau perusahaan pembiayaan yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian

%1bid., him. 252.
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kredit.> Kata pelunasan berasal dari kata lunas maknanya beres dan selesai
dibayarkan tentang utang, terbayar, atau impas.”® Kata pelunasan artinya
perbuatan atau tindakan melunasi utang. Adapun kata utang berarti uang
yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang
sudah diterima.®’

Dalam konteks pembiayaan, para pihak yang memiliki utang ataupun
pihak diberi pinjaman biasanya disebut dengan debitur, adapun orang,
instansi atau lembaga dan perusahaan yang memberikan utang atau
memberikan suatu pinjaman disebut dengan kreditur.®® Menurut Pasal 1
butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,
disebutkan yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan
atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia
maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari, yang timbul atas dasar satu perjanjian atau undang-undang
yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak
kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Menurut Nugroho, utang ialah satu bentuk kewajiban untuk
memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.®® Menurut Shubhan, utang di
dalam pengertian hukum kontrak ialah sebagai suatu kewajiban untuk
membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban tersebut
muncul berdasarkan sebuah perjanjian pinjam uang secara tunai tetapi juga

meliputi segala jenis kewajiban pembayaran uang oleh satu pihak pada pihak

®Thomas Suyatno, dkk., Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2007), him. 86.

®Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa..., him. 280.
67 i
Ibid.

®8Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014), him. 10-11.

%9sysanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 243.
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lain.” Jadi, makna utang secara umum bisa dipahami sebagai sesuatu yang
menjadi kewajiban untuk dibayar, dipenuhi, atau diberikan kepada pihak
lain. Dalam makna yang khusus, utang bisa dipersamakan dengan uang yang
belum dibayarkan oleh seseorang pada orang yang memberikan uang.

Sekiranya kata pelunasan dan utang digabungkan menjadi suatu
istilah tersendiri, maka pelunasan utang dipahami sebagai tindakan yang
dilakukan oleh seseorang untuk melunasi, dan memberikan secara penuh
atas kewajiban uang yang ada padanya terhadap hak orang lain yang
memberikan utang. Pada konteks pembiayaan, pelunasan utang dapat
diartikan sebagai upaya, tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan
oleh seorang debitur dalam memenuhi semua kewajibannya yang tersisa
kepada kreditur.
2. Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Dalam praktik pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di
perusahaan bank atau non bank, maka proses pembiayaan dapat
dilaksanakan secara baik ketika memenuhi unsur-unsur tertentu. Di dalam
catatan Ismail, disebutkan ada tujuh unsur yang harus ada di dalam
pembiayaan, yaitu sebagai berikut:"*

a. Bank syariah atau perusahaan pembiayaan syariah. Bank syariah atau
non bank adalah salah satu di antara instrumen penting
perekonomian modern, yang mempunyai peranan yang sangat
penting, yaitu sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan
pembayaran.” Dalam konteks pembiayaan, perusahaan pembiayaan
ialah badan usaha yang memberikan pembiayaan pada pihak lain

yang membutuhkan dana.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cet.
4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 289.

1smail, Perbankan..., him. 84-85.

"?Ridwan Nurdin, Akad-akad Figh pada Perbankan Syariah di Indonesia, Cet. 2,
(Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), him. 17.
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. Mitra usaha/partner. Dalam hal ini mitra atau partner merupakan
pihak yang mendapatkan biaya dari proses pembiayaan dengan pihak
bank syariah ataupun pengguna dana yang disalurkan bank syariah.
Kepercayaan (trust). Trust atau kepercayaan adalah salah satu unsur
penting di semua jenis usaha yang melibatkan kerja sama antara satu
pihak dan bank. Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan memberi
satu kepercayaan pada pihak yang menerima pembiayaan bahwa
mitra akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana
perusahaan sesuai dengan waktu tertentu yang diperjanjikan.
Perusahaan memberi pembiayaan kepada mitra sama maknanya
dengan perusahaan syariah memberikan suatu kepercayaan kepada
penerima pembiayaan, bahwa penerima pembiayaan akan memenuhi
kewajibannya.

. Akad. Akad juga menjadi unsur penting di samping kedua pihak
yang melakukan transaksi, yaitu antara pihak perusahaan dan
nasabahnya. Akad sebagai kontrak yang menimbulkan konsekuensi
berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk
kemudian berharap dapat saling memenuhinya. Dalam konteks
pembiayaan, maka akad adalah suatu kontrak perjanjian atau
kesepakatan yang dilaksanakan di antara bank syariah sebagai
penyedia biaya dengan konsumen sebagai pihak penerima biaya
dalam proses pembiayaan.

Risiko. Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan bank syariah
atau perusahaan pembiayaan non bank selalu akan menanggung
risiko atas tidak kembalinya dana. Risiko ini adalah kemungkinan
kerugian-kerugian yang akan timbul sebab dana yang disalurkan itu
tidak dapat kembali.

Jangka waktu. Jangka waktu di dalam pembiayaan merupakan

periode waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk membayar



37

kembali dana yang diperolehnya dari pembiayaan tersebut, yang
telah diberikan oleh perusahaan. Jangka waktunya bisa bervariasi
antara lain dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang. Jangka pendek dibatasi dalam limit waktu 1 tahun,
sementara jangka menengah dari 1 hingga 3 tahun, sementara jangka
panjang adalah masa 3 tahun ke atas. Semua bentuk dan kriteria
jangka waktu ini disepakati oleh kedua pihak (bank dan nasabah)
yang melakukan proses pembiayaan untuk diperjanjikan dapat
ditepati oleh nasabah kepada bank, berupa pengembalian dana yang
sudah dipinjamkan oleh bank kepadanya.

g. Balas jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan perusahaan
pembiayaan maka nasabah membayarkan jumlah tertentu sesuai akad
yang diperjanjikan di awal antara perusahaan dengan nasabah
sebagai peminjam dana itu melalui proses pembiayaan.”

Ketujuh unsur di atas merupakan aspek yang selalu ada dalam proses
pembiayaan. Terkait pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh
tempo, maka unsur balas jasa dan unsur jangka waktu adalah elemen
penting. Debitur dapat melunasi seluruh kewajiban utangnya atau jasa
layanan utang yang diberikan oleh perusahaan sebelum jangka waktu atau
tempo yang sudah diperjanjikan di awal.

Dalam praktik pembiayaan murabahah, nasabah terkadang memiliki
kemudahan dalam melakukan pelunasan dipercepat, yaitu nasabah
melakukan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo.
Pada konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah
Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pelunasan
utang murabahah sebelum jatuh tempo, yaitu Nomor: 153/DSN-MUI/V1/22
Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

(PU-PMSJT). Fatwa  muncul karena dalam pelaksanaan pelunasan

31smail, Perbankan..., him. 84-85.
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dipercepat  sebelum jatuh  tempo, justru telah  menimbulkan
konflik/perselisihan antar nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS), satu di antara perselisihan tersebut difasilitasi oleh DSN-MUI pada
tanggal 2 Agustus 2021untuk dilakukan islaz (perdamaian).

Dalam fatwa ini, ditetapkan beberapa ketentuan terkait Ketentuan PU
PMSJT, yaitu

1. Dalam pembiayaan murabahah pada saat akad harus disepakati:
a. Harga perolehan
b. Harga jual tunai (tsaman naqdy)

c. Harga jual tidak tunai (gimah ismiyyah).

2. PU-PMSJT boleh dilaksanakan baik atas kehendak nasabah maupun atas
kehendak LKS.

3. Jika PU-PMSJT dilaksanakan, baik atas kehendak nasabah maupun atas
kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga
dari gimah ismiyyah.

4. Atas potongan harga dari gimah ismiyyah sebagaimana dimaksud di
dalam angka 3, maka total sisa harga yang harus dibayarkan oleh
nasabah sebagai pembeli pada saat PU-PMSJT adalah gimah haliyyah,
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

5. Dalam hal PU-PMSJT dilakukan atas kehendak nasabah maka LKS
bolen mengenakan biaya riil serta biaya penyelesaian administrasi
pengakhiran akad murabahah kepada nasabah.

6. Ketentuan lebih lanjut pada angka 4 dan 5 harus berpedoman pada:

a. Ketentuan terkait komponen penentuan biaya riil sebagaimana dalam
ketentuan fatwa DSN-MUI No. 134/DSN-MUI/11/2020 Tentang
Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan

b. Ketentuan peraturan otoritas terkait

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa MUI
membolehkan pihak nasabah yang memanfaatkan produk pembiayaan
murabahah di sebuah perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya kepada
perusahaan pembiayaan tersebut. Pelunasan utang ini dilakukan boleh dari
pihak nasabah maupun dari pihak perusahaan pembiayaan. Intinya,
pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo dapat dilaksanakan oleh
nasabah. Keuntungan pelunasan tersebut bagi nasabah adalah ia tidak lagi
terikat dengan kontrak jual beli kredit dengan perusahaan. Artinya

kontraknya sudah terputus dan tidak ada kewajiban utang yang harus dibayar
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kepada perusahaan. Sementara itu, objek pembiayaan juga sah menjadi hak
milik nasabah. Bagi perusahaan, keuntungan yang diperoleh ialah
perusahaan tidak lagi memiliki risiko kerugian atas produk pembiayaan
tersebut. Sebab, sekiranya pelunasan utang dipercepat tidak dilakukan, maka
ada kemungkinan risiko yang dialami oleh perusahaan, misalnya pihak
debitur atau nasabah tidak lagi mampu membayar cicilannya kepada
perusahaan, dan ini justru akan memberi efek negatif dan kerugian bagi
perusahaan. Terlepas dari persoalan tersebut, poin inti dalam pembahasan ini
ialah pelunasan utang murabahah dapat dilakukan percepat sebelum jatuh
tempo.

3. Pemberian Diskon pada Proses Pelunasan Utang Pembiayaan
Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Untuk keabsahan jual-beli kredit dengan menggunakan akad syariah,
seperti murabahah, maka pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan
jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasannya harus jelas.
Hukum Islam menetapkan tidak dibolehkan membuat harga mengambang
melalui tata cara pihak penjual memberi potongan harga yang dikaitkan
dengan pelunasan angsuran, yakni jika pembeli melunasi sebelum jatuh
tempo pelunasan, maka harga akan dipotong sekian persen.’* Namun,
sekiranya potongan harga tidak dibuat dan tidak dipersyaratkan dalam akad,
maka hal tersebut diperbolehkan. Hukum memberikan potongan harga
dalam jual-beli kredit karena pelunasan utang sebelum jatuh tempo

dibolehkan oleh sebagian ulama. Dasar hukumnya merujuk kepada
AUy ade &) Lo ) O Lge A o) e o) oo nSe e
Wy Lol ol il el g b oIl qegin ob oclr peadl & )50

Joloaig lgmo Zv.l.wj ade & L}\a ) Jj.w) Jlas ch- {l Ogd J:\.;.S\ 61._;

"Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia
Insani, 2017), him. 452,
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Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radiyallahu’anhuma, bahwa
Rasulullah Saw tatkala mengusir Yahudi dari suku Bani Nadir dari
kota Madinah, sebagian dari mereka mendatangi Nabi seraya
berkata: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah mengusir
kami dari Madinah serta kami masih memiliki piutang yang belum
jatuh temponya. Nabi Saw bersabda: Beri potongan piutang kalian
dan minta dibayar segera. (HR Daruqutni).

Dalam keputusan Majma’ Al-Figh Al-Islami (Divisi Fikih OKI)
dalam keputusan muktamar ke-7 di Jedah, No: 64 (2/7) tahun 1992, yang
berbunyi:

Memberikan potongan harga penjualan barang secara kredit (cicilan)
yang disebabkan pembeli melunasi sebelum jatuh tempo
pembayaran, baik berdasarkan permintaan pembeli atau tidak
(dikenal dalam istilah fikih: dha" wa ta’ajjal) hukumnya dibolehkan
syariat, tidak termasuk riba yang diharamkan. Dengan syarat bahwa
potongan harga tersebut tidak disepakati sebelumnya pada saat akad
dilakukan.

Ketentuan Majma’ Al-Figh Al-Islami di atas juga selaras dengan
fatwa DSN-MUI sebelumnya, bahwa bila pelunasan utang pembiayaan
murabahah sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT) dilaksanakan, baik atas
kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS maka LKS sebagai
penjualnya wajib memberikan potongan harga dari gimah ismiyyah.

Potongan harga kredit karena pelunasan sebelum jatuh tempo
menurut syarak hukumnya boleh, dengan syarat pemotongan harga tidak
dicantumkan dalam akad jual-beli. Bila pemotongan dicantumkan dalam
syarat akad, maka hukumnya haram dan termasuk riba. Pelarangan ini
ditinjau dari dua sisi:"

a. Sekiranya pemberian diskon (potongan harga) dalam proses
pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo
dilakukan dengan syarat di awal akad, maka harga menjadi tidak
jelas, sedangkan syarat sah jual-beli, harga dan barang haruslah jelas.

Ketidakjelasan terebut diakibatkan pencantuman pemotongan harga.

®Erwandi Tarmizi, Harta Haram..., him. 452-453.
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Saat ditulis dalam akad bahwa harga mobil 230 juta rupiah dengan
angsuran selama 23 bulan, dan jika dilunasi dalam tempo 12 bulan
maka diberi potongan 10%. Di saat akad, pembeli tidak dapat
memastikan apakah ia mampu melunasi selama 12 bulan yang berarti
harga mobil menjadi 207 juta rupiah atau jika tidak mampu maka
harga mobil menjadi 230 juta rupiah. Ini yang dimaksudkan dengan
larangan menjual dua harga, yang mana terdapat dua harga dan tidak
jelas harga mana yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam
hal ini, Nabi Saw melarang dua jual-beli di dalam satu jual beli.

b. Sekiranya diskon atau potongan harga dicantumkan dalam akad,
maka akan menyebabkan riba. Hal ini disebabkan apabila pembeli
memilih untuk melunasi dalam tempo 12 bulan, berarti harga mobil
itu menjadi 207 juta rupiah, yang terjadi kemudian ternyata dia tidak
mampu untuk melunasinya dalam tempo tersebut, sehingga ia
terpaksa melunasinya selama 23 bulan dengan harga 230 juta rupiah.
Ini sama dengan riba. Karena ketika dia tidak mampu melunasi
utang, ia diberi masa tangguh selama 11 bulan dengan bunga yang
harus dibayar sebanyak 23 juta rupiah. Ini hakikat riba jahiliah. Hal
ini sama dengan ungkapan: “Beri tangguh utangku dan aku akan beri

imbalan”.’

®1bid.



BAB TIGA
ANALISIS PELUNASAN HUTANG PEMBIAYAAN
MURABAHAH SEBELUM JATUH TEMPO DI
MANDIRI UTAMA FINANCE SYARIAH
KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Mandiri Utama Finance
(selanjutnya ditulis MUF) Syariah yaitu cabang Kota Banda Aceh. MUF Syariah
merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Thk, yang bergerak
dalam sektor pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat di Indonesia
yaitu dengan cara pembayaran secara cicilan (angsuran) per bulan. MUF berdiri
secara resmi pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah terdaftar serta diawasi oleh
Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/ POJK.05/2014."

MUF merupakan perusahaan pembiayaan di mana merupakan salah satu
anak perusahaan bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Tbk. Orientasi
bisnis MUF ialah peningkatan volume nasabah serta pembiayaan yang
signifikan, dengan dukungan otomatisasi sistem yang terintegrasi. Sebagai
perusahaan induk, Bank Mandiri Tbk mendukung pengembangan bisnis di
seluruh perusahaan anak sebagai bagian dari strategi integrasi Mandiri Group
melalui jaringan bisnis yang luas dengan basis nasabah yang besar untuk
menyinergikan seluruh perusahaan anak di bawah Mandiri Group.

MUF didirikan sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn. Nomor
19 tertanggal 21 Januari 2015. Telah mendapat pengesahan pendirian
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0003452.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2015. MUF mendapatkan
izin usaha dari OJK melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-
81/D.05/2015 pada tanggal 25 Juni 2015 perihal pemberian izin usaha

"Diakses melalui: https://www.muf.co.id/jaringan-kantor-muf/, tanggal 11 Juni 2024.
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perusahaan Pembiayaan kepada PT MUF. PT. MUF memiliki visi dan misi
tersendiri. Adapun visi MUF vyaitu:

To be the most reputable company in offering innovative financing
solutions and enabling value creation for our ecosystem through
digitalization.

Visi di atas bermakna perseroan didirikan untuk menjadi perusahaan
yang dikenal terbaik reputasinya dalam menawarkan solusi pembiayaan yang
inovatif dan memungkinkan terciptanya nilai-nilai  terhadap ekosistem
perseroan melalui proses digitalisasi. Adapun misi MUF vyaitu: Brings
Tomorrow Today. Misi MUF ini memiliki maksud dan harapan agar konsumen
dapat memiliki kendaraan saat ini juga tanpa menunggu hari esok melalui proses
pembiayaan yang disediakan Perseroan. Adapun misi perseroan secara lengkap
adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peningkatan nilai investasi kepada shareholder dan manfaat
yang optimal kepada seluruh stakeholder.

2. Memenuhi kebutuhan pembiayaan khususnya otomotif, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Memberdayakan komunitas masyarakat untuk lebih peduli, bertanggung
jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

Sebagai anak perusahaan salah satu bank terbesar PT Bank Mandiri Tbk,
MUF merupakan perusahaan pembiayaan dengan skala besar. Adapun segmen
pembiayaan MUF difokuskan kepada bidang otomotif , baik baru maupun bekas
dengan orientasi bisnis peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang
signifikan. Hal ini didukung oleh produk pembiayaan yang beragam rate bunga
yang kompetitif, jaringan layanan yang luas, didukung oleh jaringan MUF dan
Bank Mandiri. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di
Indonesia MUF menawarkan kemudahan mendapatkan pembiayaan mulai dari
pembiayaan mobil baru dan bekas, motor baru atau bekas serta pembiayaan
multiguna. MUF memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah,

yaitu konvensional dan syariah. MUF menyediakan produk dan layanan yang
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beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dan memberikan pengalaman yang
menguntungkan.

Sejak awal didirikan sampai dengan saat ini, Anggaran Dasar MUF telah
mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya adalah perubahan maksud
dan tujuan MUF. Perubahan ini terkait dengan Pendirian Unit Usaha Syariah
MUF telah mendirikan Unit Usaha Syariah dan telah melakukan perubahan
anggaran dasarnya melalui Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham Nomor 23 tertanggal 12 Maret 2018, yang telah disetujui
perubahannya melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor AHU-0005802.AH.01.02 tahun 2018 tertanggal 14 Maret
2018.

Unit Usaha Syariah MUF telah mendapat izin usaha dari OJK
berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-36/NB.223/2018
tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
kepada PT Mandiri Utama Finance tertanggal 27 April 2018. Terhitung sejak
Maret 2024, MUF telah memiliki titik lokasi jaringan kantor sebanyak 86
Kantor Cabang dan 75 Kantor Selain Kantor Cabang (MUFNet+) yang tersebar
di wilayah Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa
Tenggara, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Di setiap titik lokasi jaringan
kantor telah memiliki izin pembiayaan konvensional dan izin pembiayaan
dengan prinsip syariah. Namun khusus untuk titik lokasi jaringan kantor yang
terletak di Provinsi Aceh sebagaimana dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah hanya memiliki izin pembiayaan
dengan prinsip syariah.

Saat ini, titik lokasi jaringan kantor MUF di Aceh memiliki empat
kantor, yaitu:

1. MUF Cabang Banda Aceh, yang berlamat Jin. Tengku Imuem Lueng

Bata No. 9 dan 10, Kel. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

Prov. Aceh, dengan Nomor Izin OJK: KEP-264/NB.111/2018.
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2. MUF Cabang Meulaboh, yang beralamat JI. Manek Roo, Gampong Kuta
Padang, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh.
3. MUF Cabang Langsa JI. Ahmad Yani, Dusun Pahlawan, Desa Paya
Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.
4. MUF Cabang Lhokseumawe, JIn. Samudera Baru, Kel. Simpang Empat,
Kec. Banda sakti, Kota Lhoksemawe, Prov. Aceh.”
MUF Banda Aceh Banda Aceh Syariah adalah salah satu Kantor Cabang
MUF yang berlokasi di Kota Banda Aceh tepatnya JI. Teuku Imuem, Blang Cut,
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23127. Hal ini mempermudah calon
nasabah yang berada di sekitar Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi
dari produk keuangan MUF. Produk MUF Banda Aceh Syariah seperti
pelayanan pembiayaan mobil baru dan bekas, pembiayaan motor baru dan bekas
pembiayaan multiguna, pembiayaan car ownership, atau motorcycle ownership,
pembiayaan berbasis syariah.”
Pembiayaan berbasis syariah yang diterapkan oleh perusahaan MUF
ialah bagian dari implementasi terkait amanah Qanun Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam Qanun ini diatur bahwa
lembaga bank maupun non bank yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan
prinsip-prinsip dan nilai syariah. Setiap lembaga keuangan syariah, baik itu
koperasi, bank, maupun lembaga perusahaan pembiayaan non bank terikat
dengan dan dibatasi oleh aturan dalam Qanun LKS. Demikian juga berlaku pada
MUF Banda Aceh, produk yang dikeluarkan oleh MUF harus mengandung
prinsip syariah. Oleh karena itu, MUF telah membuat nomenklatur “syariah”

dengan nama MUF Syariah.

"®Diakses melalui: https://www.muf.co.id/jaringan-kantor-muf/, tanggal 11 Juni 2024.

®Diakses melalui: https://capitalfinancia.co.id/perusahaan/mandiri-utama-
finance/banda-aceh/, tanggal 11 Juni 2024.
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B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Murabahah di Mandiri Utama Finance
(MUF) Syariah Kota Banda Aceh

Akad murabahah merupakan salah satu jenis akad yang umum
digunakan di dalam proses pengajuan pembiayaan jual beli produk konsumtif di
perusahaan pembiayaan. Pembiayaan pada PT. Mandiri Utama Finance (MUF)
Syariah Kota Banda Aceh juga menggunakan akad murabahah sebagali
alternatif akad jual beli. MUF Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT
MUF vyang bergerak di sektor pembiayaan syariah. Pembiayaan Syariah
menyalurkan pembiayaan baik barang maupun jasa dengan menggunakan
prinsip-prinsip syariah yang tujuannya untuk menghindari riba (sistem bunga),
maisir  (transaksi  spekulatif, perjudian), gharar (ketidakpastian dan
ketidakjelasan akad) serta obyek transaksi yang diharamkan syariat Islam.
Aktivitas pembiayaan syariah dilakukan berlandaskan pada akad-akad syariah
yang melandasinya seperti pembiayaan akad murabahah (jual beli), ijarah
muntahiya bit tamlik (IMBT), ijarah, musyarakah mutanagisah (MMQ).
Adapun pembiayaan kendaraan bermotor (roda dua atau roda empat baik baru
dan bekas) untuk konsumen di MUF Kota Banda Aceh umumnya menggunakan
akad murabahah.

Penggunaan atau mekanisme pelaksanaan akad murabahah MUF
Syariah Kota Banda Aceh pada umumnya berlaku sama seperti yang diterapkan
di suatu lembaga perusahaan pembiayaan lainnya seperti yang berlaku pada
Astra Kredit Finance Syariah, PT. Mandala Finance, dan perusahaan
pembiayaan lainnya di Aceh. Hanya saja, yang membedakan ialah dalam
pelaksanaannya, yaitu apakah perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut
benar-benar menerapkan prinsip syariah ataukah tidak. Dalam konteks
mekanisme pelaksanaan akad murabahah MUF Syariah Kota Banda Aceh,
sejauh ini dilakukan dengan mekanisme proses jual beli yang dilakukan
dengan dua tahap. Tahap pertama adalah pihak MUF membeli barang yang
diinginkan oleh nasabah/konsumen kepada supplier, dan tahap kedua adalah
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pihak MUF menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual lebih
tinggi.®

MUF Syariah akan menegaskan harga beli (harga perolehan) ke
konsumen dan margin sebagai keuntungan MUF Syariah. Selanjutnya konsumen
melakukan pembayaran secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.
Hal ini sesuai dengan keterangan M, salah satu Staf Bagian Pembiayaan Kantor
MUF Syariah Kota Banda Aceh, bahwa pembiayaan untuk pembelian satu
produk seperti mobil atau motor menggunakan akad murabahah.®* Syarat-syarat
yang harus dipenuhi di dalam proses akad murabahah di Kantor MUF Syariah
Banda Aceh adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Syarat-Syarat dalam Pembiayaan Murabahah
bagi Individu dan Perusahaan

SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

’ ; Pihak
Dokumen yang Harus Dilengkapi TR T Beri alban
Fotokopi KTP pemohon + pasangan (jika sudah menikah) v
Fotokopi KTP Komisaris dan Direksi N4
Fotokopi Kartu Keluarga v
Fotokopi NPWP v
Fotokopi NPWP Perusahaan 4

Fotokopi PBB minimal 2 (dua) tahun terakhir

Bukti pembayaran listrik minimal 6 (enam) bulan terakhir

Bukti kepemilikan rumah

Bukti penghasilan

SISISISS

Rekening koran minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Fotokopi SPPT terakhir

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

SNISISISS

Fotokopi Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

Sumber: Kantor MUF Banda Aceh, 2024

®\Wawancara dengan M, Staf Bagian Pembiayaan pada MUF Syariah Kota Banda
Aceh, tanggal 10 Juni 2024.

8\Wawancara dengan M, Staf Bagian Pembiayaan pada MUF Syariah Kota Banda
Aceh, tanggal 10 Juni 2024.
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Fitur produk MUF Syariah menyalurkan pembiayaan mobil/motor baru
atau bekas, menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada akad-
akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), misalnya pembiayaan
dengan akad murabahah atau jual beli. Adapun ringkasan informasi persyaratan
produk dapat dikemukakan dalam berikut ini:

Tabel 3.2: Ringkasan Informasi Persyaratan Produk

Jangka waktu atau tenor pembiayaan yang disediakan oleh pihak
Jangka waktu MUF Syariah Banda Aceh selama 12 bulan sampai dengan 60
bulan atau lebih sesuai program yang sedang berlangsung
Pembayaran angsuran selain melalui auto debet BSI, dapat juga
dilakukan di kantor PT. MUF, ATM Bank Mandiri, auto debet
Bank Mandiri, Livin by Mandiri, Teller Bank Mandiri dan Agen
Mandiri, Indomaret, Indomaret Point, Ceria Mart, Alfamart dan
Alfamidi, Lawson, Dan+Dan, Tokopedia, Kantor Pos, Bukalapak,
LinkAja.

Cara pembayaran

Minimum Down
Payment
Maksimum
Finance to Value |90% atau lebih sesuai program yang sedang berlangsung
(FTV)

10% atau lebih rendah sesuai program yang sedang berlangsung

Authorized Dealer dan Showroom yang telah melakukan
perjanjian kerjasama secara tertulis dalam bentuk PKS dengan
MUF

Total Loss Only (TLO) vyaitu pertanggungan asuransi yang
memberikan perlindungan mobil/motor dari risiko kehilangan
pencurian atau kerusakan yang terjadi di atas 75% sesuai dengan
ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
(PSAKBI) 2. Kombinasi yaitu jenis asuransi dengan skema tenor
tahun ke-1 menggunakan jenis asuransi Comprehensive dan tenor
lainnya menggunakan jenis asuransi TLO 3. Comprehensive/All
Risk yaitu pertanggungan asuransi yang menanggung segala jenis
kerusakan, mulai dari penyok, baret, hingga hilang akibat
pencurian sesuai dengan ketentuan PSAKBI

Sumber: Kantor MUF Syariah Kota Banda Aceh, 2024.

Jenis Supplier
Kendaraan

Jenis Asuransi

Pola, prosedur dan mekanisme akad yang digunakan pada perusahaan
PT. MUF Syariah khusus dalam pembiayaan jual beli produk konsumtif ialah
jual beli dengan skema murabahah. Seperti telah dikemukakan di awal tulisan
ini, bahwa produk pembiayaan murabahah dengan pola akad jual beli
murabahah tentunya harus diaplikasikan secara penuh dan juga menyeluruh
untuk tiap bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh MUF Syariah. Hal
terpenting dalam pola ini bahwa pihak perusahaan MUF dituntut, atau dengan
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kata lain wajib menjalankan sistem, pola dan prosedur operasionalnya
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sini, ada dua variabel penting yang dapat
disoroti, yaitu perusahaan MUF Banda Aceh di satu sisi dan masyarakat sebagai
konsumen jika boleh disebut debitur di sisi yang lain. Keduanya terikat dengan
dan dibatasi oleh kehendak Qanun LKS. Untuk itu, jika masyarakat atau
perusahaan hendak melaksanakan perjanjian jual beli, ia terikat dengan dan
dibatasi oleh Qanun LKS itu, basisnya wajib melakukan dan memenuhi prinsip
syariah. Sehingga, tidak bisa hanya satu pihak saja yang terikat dengan aturan
tadi.

Terkait dengan proses pembiayaan murabahah MUF Syariah Kota
Banda Aceh, polanya cenderung sama seperti yang berlaku pada perusahaan-
perusahaan pembiayaan lainnya bahkan pola yang diterapkan pada lembaga
keuangan dengan jenis perbankan yang ada di Aceh. Tetapi, dalam bagian-
bagian tertentu memang memiliki perbedaan yang sebetulnya relatif tidak
signifikan. Sejauh penelitian ini dilaksanakan, ditemukan bahwa terdapat
langkah-langkah pengajuan pembiayaan mulai dari awal sampai pada proses
pembiayaan berlangsung. Dalam keterangan M, merupakan salah satu Staf
Bagian Pembiayaan pada MUF Kota Banda Aceh, pelaksanaan pembiayaan
untuk pembelian mobil, baik bekas maupun baru, skema yang dilakukan
biasanya menggunakan skema jual beli dengan pola murabahah. Prosesnya
adalah konsumen (masyarakat) yang hendak mengajukan pembiayaan
mendatangi dan melengkapi semua syarat yang ditetapkan oleh MUF, kemudian
akan dianalisis kapasitasnya sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan baik
itu mengenai usaha konsumen, status, serta kesanggupan konsumen dalam
melunasi angsuran pembiayaan.®

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh TFA, selaku Sales Marketing

Produk, pada umumnya pembiayaan dengan pola murabahah dilakukan

8\Wawancara dengan M, Staf Bagian Pembiayaan pada MUF Syariah Kota Banda
Aceh, tanggal 10 Juni 2024.
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terhadap produk jual beli mobil, baik baru ataupun bekas. Sepanjang
pemberlakuan Qanun LKS, MUF Kota Banda Aceh melakukan sistem
operasional berdasarkan prinsip syariah. la juga menambahkan, mekanisme
yang dijalankan relatif sama pada saat sebelum peralihan dari konvensional
kepada syariah yaitu konsumen yang hendak membeli produk, terutama mobil
atau motor lebih dulu mengajukan pembiayaan langsung ke perusahaan,
kemudian pihak perusahaan akan menilai kapasitas dan kelayakan pembiayaan
tersebut apakah layak diberikan atau tidak.®

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dalam prosesnya,
praktik pembiayaan murabahah di MUF Syariah Banda Aceh tidak jauh berbeda
dengan pembiayaan pada perusahaan yang lain, termasuk pada perbankan
syariah di Aceh. Untuk sekarang ini, produk pembiayaan murabahah hanya
dilaksanakan pada pembelian kendaraan khususnya mobil dan motor. Tahapan-
tahapan yang dilalui terdiri dari tahap pengajuan kehendak konsumen kemudian
proses analisis dan kelayakan, tahap akhir pelaksanaan pembiayaan dan
penerapan skema jual beli murabahah terhadap produk yang hendak dibeli

konsumen.

Gambar 3.1 Tahap Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Skema 1

Dialer

o
=
=
[72)
=)
=
<
—l

Opsi Pembiayaan S

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

#\Wawancara dengan TFA, Sales Marketing Produk pada MUF Syariah Kota Banda
Aceh, tanggal 10 Juni 2024.
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Melalui Gambar 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa konsumen pada
skema dua diberikan opsi ataupun pilihan untuk mendatangi secara langsung
perusahaan MUF. Secara prosedur operasional dialer tidak menyediakan produk
pembiayaan. Untuk itu, konsumen tetap harus mengajukan pembiayaan secara
langsung pada perusahaan MUF Syariah. Poin inti di dalam dua skema tersebut
bahwa konsumen tetap harus mengajukan kehendak pembiayaan pada
perusahaan untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan analisis kelayakan
konsumen. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah pada MUF Syariah
Banda Aceh dilaksanakan minimal dengan empat langkah umum, vyaitu:
Pertama, konsumen mendatangi langsung perusahaan MUF Kota Banda Aceh.
Kedua, staf pada bagian pembiayaan MUF menyediakan berkas kontrak yang
terdiri dari berkas jual beli dengan skema akad murabahah, dan berkas kontrak
perjanjian jaminan fidusia ataupun jaminan yang mengikat di antara dua pihak
atas benda yang menjadi objek pembiayaan. Ketiga, sebelum melakukan proses
penandatanganan kontrak jual beli akad murabahah, staff bagian pembiayaan
MUF menjelaskan beberapa hal terkait bentuk akad yang digunakan
(murabahah), harga beli pihak perusahaan, harga jual, keuntungan dari jumlah
harga beli (margin keuntungan), masa/jangka waktu jatuh tempo, besaran
angsuran wajib dibayar oleh konsumen di setiap bulannya. Keempat, yaitu pihak
konsumen mengambil produk pembiayaan tersebut ke dialer mobil, sementara
pihak MUF Kota Banda Aceh menyetorkan uang ke rekening dialer mobil
dengan cash.®*

Terkait dengan ringkasan informasi biaya produk bisa dikemukakan
yaitu besaran margin pembiayaan syariah berupa flat rate mulai 2,5% sampai
dengan 14,52%, dengan biaya administrasi biaya administrasi mulai Rp.
750.000 sesuai program yang sedang berlangsung. Biaya akuisisi 0% sampai
dengan 0,5%, biaya fidusia mulai dari Rp. 115.000 sampai dengan Rp.

#\Wawancara dengan M, Staf Bagian Pembiayaan MUF Syariah Banda Aceh, Tanggal
10 Juni 2024.
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1.865.000 sesuai dengan total pembiayaan yang dibiayai kepada calon
konsumen. Adapun premi asuransi mobil mulai dari 0,98% sampai 3,92% per
tahun (jenis comprehensive) dan mulai dari 0,2% sampai dengan 1,81% per
tahun (jenis TLO) sesuai pembagian di wilayah lokasi tempat tinggal calon
konsumen. Adapun premi asuransi motor mulai dari 0,67% sampai 1,8% per
tahun (jenis TLO) sesuai pembagian wilayah lokasi di mana tempat tinggal
calon konsumen. Sementara itu, premi credit proteksi mulai dari 0,387% sampai
dengan 1,554%. Contoh simulasi penghitung angsuran dapat digambarkan di
dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3: Contoh Simulasi Perhitungan Angsuran

OTR kendaraan Rp.300.000.000
Net Down Payment 15% Rp.45.000.000
Pembiayaan Murni Rp.255.000.000
Margin Flat 5%
Biaya Administrasi 4.000.000
Biaya Akuisisi 1%
Total Down Payment vaitu Net DP + Admin + Biaya Akuisisi + Fidusia + Premi Asuransi
Tenor (Tahun) Total DP (Rp) Angsuran (Rp)

1 59.592.000 23.376.000

2 65.771.000 12.751.000

3 71.441.000 9.208.000

4 76.707.000 7.438.000

5 82.622.000 6.375.000

Sumber: Kantor MUF Syariah Banda Aceh, 2024.
Perusahaan MUF Syariah Banda Aceh juga akan mengenakan biaya-

biaya terkait sanksi. Biaya sanksi keterlambatan pembayaran angsuran sebesar
0,5% untuk objek barang kategori motor, dan 0,2% untuk mobil per hari dari
nominal angsuran yang tertunggak keterlambatan. Penerapan dan juga
penggunaan sanksi keterlambatan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda
pembayaran biaya perubahan jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi
sebesar Rp. 60.000 (motor) serta Rp. 300.000 (mobil), kemudian biaya titip
BPKB (jika BPKB tidak diambil lebih dari 3 bulan dari tanggal pelunasan)
sebesar Rp. 50.000 per bulan.
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Tabel 3.3: Biaya Administrasi Pembayaran Angsuran

Normunal Biaya Transakw
LokasiTempat Pembayaran Angsuran Nominal Pembayaran
Mobil Motor
1. imtermal MU . e pive~ =3 =]
b ARO/SemOfN opie/a- - ]
2 PaymentChanne! |3,  Sank Mandri & Autodebet Bank Mandir "pisfa- Rp 2.500, Rp 2500,
b. Agen Mandn e is/d™ Rp 2.500,- #p 2.500,
£ Autodebst ol Rpis/e~ Rp 2500, #p 2.900,-
4. wamor POS Rp1wE~ Rp 7 2%, - 8 7.2%0,-
Rp & 5/ Pp. 4.90%,500,- By 13,000 Rp 5.500
e Indomaret, indomarnt Pont Cena Mant
Rp 4,993 501 o/d Rp 9 981 000 PP 19.000 fp 19 000
Rp 1 /45000000, (Tu~a
afamert A%sudl, Lewson, DensDan Fp 13.000 - Rp 8 900, -
Rp 1 8/d ™ (Melaks £DC AMarmart
g Tokopesa Pprye~ ko ¢ 500 Rp 6 500
h BASEpas Rp o™~ RO & 000 - Bp & 000, -
[P Rp 1 s/d~ "o & 500 "D &S

Sumber: Kantor MUF Syariah Banda Aceh, 2024.

C. Proses Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo
Pada MUF Syariah Kota Banda Aceh

Pembahasan terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah
yang berlaku dan diterapkan di perusahaan MUF Syariah Banda Aceh pada
umumnya tidak jauh berbeda dengan pola yang digunakan oleh perusahaan
pembiayaan non bank maupun perbankan syariah lainnya. Dalam proses
pembiayaan murabahah, ada kemungkinan nasabah atau konsumen yang sudah
mengajukan pembiayaan melakukan pembayaran pelunasan dipercepat sebelum
jatuh tempo. Dalam hal ini nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat atau
disebut juga pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (PU-
PMSJT).

Menurut keterangan M, staf bagian Pembiayaan MUF Syariah,
pelunasan utang murabahah bisa dikakukan oleh nasabah sewaktu-waktu
nasabah memiliki sejumlah dana untuk melunasi sisa utang pokok yang masih
berjalan. Pelunasan dipercepat akan dilakukan pengurangan pembayaran
(diskon) setelah perhitungan sisa utang pokok, dan dilaksanakan perhitungan

penalty.®® Keterangan serupa juga dikemukakan oleh TRF, staf di bagian kasir di

®\Wawancara M, Staf Bagian Pembiayaan MUF Syariah Banda Aceh, 10 Juni 2024.
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Kantor MUF Syariah Kota Banda Aceh, bahwa nasabah dapat melakukan
pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. MUF Syariah
biasanya akan memberikan pengurangan atau diskon.®

MUF Syariah memberikan layanan kepada nasabah yang ingin
melakukan proses pelunasan utang lebih awal dari jangka waktu yang telah
ditetapkan, atau disebut juga dengan pelunasan dipercepat atau pre-termination.
Proses pelunasan dipercepat tersebut akan diperhitungkan dengan kondisi
sebagai berikut:

1. Nasabah dapat melakukan proses pelunasan dipercepat (pre-termination)
di Kantor Cabang/Mufnet+ MUF dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Apabila proses pelunasan dipercepat dilakukan oleh konsumen
sendiri maka dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli konsumen yang
masih berlaku.

2) Melampirkan bukti transfer pembayaran secara transfer bank ke
rekening VA cabang (jika non cash pre-termination).

b. Jika proses pelunasan dipercepat dikuasakan bukan dilaksanakan
oleh konsumen sendiri, dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun Surat Izin
Mengemudi (KTP/SIM) asli konsumen dan penerima kuasa yang
masih berlaku.

2) Melampirkan surat kuasa bermaterai 10.000 yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak konsumen dan penerima kuasa.

3) Melampirkan bukti transfer pembayaran secara transfer bank ke
rekening VA cabang (jika non cash pre-termination).

2. Terdapat perhitungan penalty plus dan biaya administrasi yang
dikenakan pada konsumen pada proses pelunasan dipercepat, untuk

®\Wawancara dengan TRF, Staf Bagian Kasir MUF Syariah Banda Aceh, Tanggal 10
Juni 2024.
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besaran nilainya seperti yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan

konsumen.

3. Proses pelunasan dipercepat atau pre-termination dapat dilakukan sesuai
dengan jam pelayanan di Kantor Cabang/MUFNet+ MUF yang berlaku.

4. Jika terdapat tunggakan maka pelunasan dipercepat akan dikenakan
denda keterlambatan dan juga biaya pengamanan barang jaminan yang
besarnya sesuai dengan kebijakan di MUF.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelunasan utang
produk pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di perusahaan MUF
Syariah Banda Aceh dapat dilakukan oleh nasabah. Hanya saja, pemberian
diskon pada nasabah saat pembayaran dipercepat sebelum jatuh tempo
pembiayaan hanya berlaku pada satu tahun pertama saja. Sekiranya pembiayaan
sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, atau 2 tahun, maka perusahaan tidak
lagi memberikan pengurangan biaya, sehingga nasabah apabila ingin melunasi
utang pembiayaan harus dibayar secara penuh, baik terhadap sisa utang pokok
maupun terhadap marjin keuntungan yang diperoleh perusahaan MUF Syariah
Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan penjelasan SR, selaku nasabah yang
mengajukan pembiayaan kendaraan di MUF, bahwa di awal akad dikemukakan
bahwa pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo dapat dilaksanakan atas
inisiatif nasabah. Diskon dan pengurangan biaya akan diberikan sekiranya
pelunasan tersebut dilakukan pada 1 tahun pertama masa pembiayaan. Adapun
lebih dari satu tahun masa pembiayaan, pelunasan utang dipercepat boleh
dilaksanakan, akan tetapi tidak ada pengurangan biaya atau diskon yang
diberikan perusahaan kepada nasabah.®’

Dalam surat perjanjian akad murabahah, tidak ada poin mengenai
adanya diskon atau pengurangan biaya pada waktu pelunasan utang sebelum
jatuh tempo. Bahkan yang disebutkan dalam isi akad adalah sekiranya pelunasan

8"Hasil Wawancara dengan SR, Nasabah Pembiayaan pada MUF Syariah Banda Aceh,
tanggal 20 Juni 2024.
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dilaksanakan oleh nasabah, maka nasabah wajib membayar sisa harga jual yang
masih terutang yang terdiri dari sisa pokok dan margin yang belum dilunasi.
Biaya tersebut harus dibayar pada saat dilakukan pelunasan yang dipercepat. Ini
dapat dipahami dalam bunyi surat perjanjiannya pembiayaan murabahah di
MUF Syariah Banda Aceh berikut ini:

Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian
atau seluruhnya dengan pemberitauan tertulis 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya.
Nasabah wajib membayarkan sisa harga jual yang masih terhutang,
terdiri dari sisa pokok dan margin yang belum dilunasi. Biaya tersebut
harus dibayar pada saat dilakukan pelunasan yang dipercepat.®

Bunyi poin akad pembiayaan murabahah di atas jelas berbeda dengan
apa yang dikemukakan oleh beberapa para pihak yang diwawancara
sebelumnya. Maknanya, pihak MUF tidak menyebutkan adanya pemberian
diskon atau pengurangan biaya pada waktu pelunasan utang dipercepat. Nasabah
justru wajib membayar sisa harga jual yang masih terutang, baik itu sisa pokok
utang dan margin keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan MUF yang
belum dilunasi nasabah. Biaya tersebut harus dibayar pada saat dilakukan
pelunasan yang dipercepat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya
perbedaan keterangan yang dikemukakan oleh pihak MUF Syariah Banda Aceh
maupun dari nasabah dengan bunyi akad pembiayaan murabahah. Sekiranya
mengikuti bunyi akad di atas, maka nasabah sama sekali tidak mendapatkan
pengurangan biaya atau diskon atau potongan harga.

D. Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Di
MUF Syariah Kota Banda Aceh dalam perspektif Fatwa MUI

Pembiayaan murabahah atau al-tamwil bi al-murabahah ialah
penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disalurkan
dengan proses cara menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah

menggunakan akad murabahah dengan pembayaran tidak tunai atau

®Dimuat dalam surat kontrak “Akad Pembiayaan Murdbahah” MUF Syariah Kota
Banda Aceh.
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tempo/kredit. Pemanfaatan pembiayaan pada produk akad murabahah ini
cenderung cukup diminati dan relatif umum dipakai oleh LKS terhadap nasabah
yang mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik roda dua
maupun dua empat.

Perusahaan MUF Syariah Kota Banda Aceh sebagai salah satu Lembaga
Keuangan Syariah juga bertindak sebagai pihak penyedia dana untuk disalurkan
dengan cara menyediakan objek untuk dijual kepada nasabah menggunakan
akad murabahah dengan pembayaran tidak tunai. Ada kemungkinan bagi
nasabah yang memiliki dana berlebih melakukan percepatan pembayaran
terhadap pembiayaan yang masih berlangsung. Pihak perusahaan MUF sendiri
memungkinkan hal itu dilakukan oleh nasabah. Hanya saja, terdapat perbedaan
antara keterangan pihak MUF dengan data kontrak perjanjian akad pembiayaan
murabahah. Di dalam akad disebutkan bahwa nasabah wajib membayarkan sisa
hutang harga jual, baik itu sisa pokok utang maupun margin keuntungan yang
didapat perusahaan MUF tanpa ada potongan biaya. Maknanya bahwa yang
menjadi pedoman di sini adalah bunyi perjanjian yang tertera dalam akad.
Sekiranya keterangan pihak MUF yang diwawancarau tersebut juga benar, maka
boleh jadi ketentuan akad tersebut tidak mengikat, dan potongan biayanya juga
tidak sepenuhnya diberlakukan. Perhitungan pemotongan biaya itu hanya
berlaku pada masa pelunasan hutang kurang dari 1 tahun masa pembiayaan.

Dilihat dari ketentuan Fatwa MUI No. 153/DSN-MUI/V1/2022 Tentang
Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT),
maka dapat diketahui bahwa potongan harga wajib diberikan oleh LKS terhadap
nasabah yang melakukan proses pelunasan hutang pembiayaan murabahah yang
dipercepat sebelum jatuh tempo masa akhir pembiayaan. Hal ini dapat diketahui
dalam poin putusan fatwa dikemukakan bahwa pada prinsipnya pada proses
akad murabahah, kewajiban pembayaran yang harus dilunasi nasabah adalah
sebesar harga jual dan sisa piutang murabahah yang telah disepakati pada saat

akad. Akan tetapi, mengingat pembayaran yang dilakukan nasabah secara tidak
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tunai mu’ajjal maka harga jual saman murabahah yang disepakati LKS dan
nasabah merupakan harga yang telah mempertimbangkan jangka waktu

pembayaran.®

Artinya bahwa jumlah penambahan harga ataupun marjin
keuntungan yang diperoleh pihak MUF didasarkan kepada penambahan waktu
pembayaran secara cicil. Oleh karena itu, sekiranya pelunasan hutang dipercepat
oleh nasabah, maka LKS juga wajib untuk memotong biaya pembayaran karena
masa pembayarannya sudah dipercepat. Hal ini sesuai dengan poin dalam fatwa
MUI tersebut, yang menyatakan:

Jika PU-PMSJT dilaksanakan, baik atas kehendak nasabah maupun atas
kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga
dari gimah ismiyah. Atas potongan harga dari gimah ismiyah
sebagaimana dimaksud di dalam angka 3, maka total sisa harga yang
harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat PU-PMSJT
adalah gimah haliyah, dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.*

Argumentasi yang dibangun dalam Fatwa MUI tersebut mengacu kepada

kaidah fikih yang berbunyi:
JJ\ QLo u,«,U ol

Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga.
Seharusnya bagian saman yang didasarkan pada zaman atau waktu,

wajib ditiadakan ketika zamannya tidak ada. Sebagaimana dijelaskan Ibn Abidin
bahwa apabila seseorang membeli sesuatu dengan harga sepuluh secara tunai,
kemudian ia menjualnya kepada orang lain dengan harga dua puluh (secara
tangguh) dengan jangka waktu sepuluh bulan, selanjutnya dilaksanakan
percepatan pelunasan pada bulan kelima maka keuntungan yang menjadi haknya

hanya lima dan tidak berhak atas lima lainnya. Rafig Yunus Al-Mishri

®Fatwa DSN-MUI  Nomor 153/DSN-MUI/VI/22 Tentang Pelunasan Utang
Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT).

®Saman naqdy ialah harga yang disepakati jika akad murabahah dilakukan secara
tunai. Qimah ismiyyah ialah harga yang disepakati LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli berdasarkan jangka waktu yang disepakati pada saat akad. Qimah haliyyah adalah harga
pada saat dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, yaitu harga jual tunai (saman noqdy) plus
tambahan harga berdasarkan waktu yang telah dilewati (bi gadri ma madha min al-ayyam).
Dimuat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/22 tentang Pelunasan Utang
Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT).



59

menambahkan penjelasan atas pendapat Ibn Abidin, yaitu bahwa di dalam jual
beli murabahah pada saat membeli barang dengan harga 9 (harga perolehan),
harga jual tunai 10, dan barang dijual dengan harga 20 untuk dibayar selama 10
bulan, disepakati untuk dibayar sebesar 2 setiap bulannya, dan nasabah
kemudian melakukan pelunasan pada bulan kelima, maka harga yang wajib
dibayar nasabah adalah 15. Jika selama 4 bulan nasabah sudah membayar 8,
maka yang harus dibayar nasabah adalah 7.%

Selain kaidah fikih di atas, Fatwa MUI juga merujuk kepada prinsip nilai
keadilan (‘adlah) bahwa pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat
dan waktu yang disepakati, maka harga yang wajib dibayarkan oleh nasabah
pada saat melakukan pelunasan dipercepat tersebut berupa gimah haliyyah
dikurangi harga yang sudah dibayar. Artinya LKS wajib memberikan potongan
pelunasan dengan perhitungan saman naqdy ditambah keuntungan bulan
berjalan (gimah haliyyah) dikurangi harga yang sudah dibayar.

Selain kaidah fikih dan prinsip keadilan di atas, MUI dalam fatwanya
juga merujuk dan mendasarkan fatwanya dengan istihsan bil mashlahah. Bahwa
dasar kebolehan adanya perubahan ketentuan hukum dari yang asalnya boleh
menjadi wajib di dalam pemberian diskon oleh LKS didasarkan pada dalil
hukum berupa istihsan bil mashlahah, yaitu mengabaikan ketentuan umum
(giyas/mi’yar ‘aam) untuk mencapai mashlahah rajihah. Ketentuan umum di
dalam jual beli termasuk jual beli murabahah ialah pembeli wajib membayar
seluruh harga yang disepakati tersebut. Kesepakatan ini ditinggalkan karena
diduga kuat mendatangkan apspek mafsadat jika dilaksanakan, di antaranya
masyarakat menganggap pembiayaan murabahah di LKS kurang menarik,
akhirnya mereka meninggalkan LKS. Oleh karena itu, untuk mencapai

mashlahah rajihah tersebut, yaitu supaya masyarakat lebih memilih LKS maka

*'Rafiq Yunus Mishri, “Majallah Majma’ Al-Figh Al-Islami”, dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 153/DSN-MUI/VI/22 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh
Tempo (PU-PMSJT), him. 9.
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LKS wajib melepaskan sebagian haknya di dalam hal adanya pelunasan sebelum
jatuh tempo (dipercepat). Dengan demikian, istihsan bil mashlahah dalam kasus
ini yaitu berpegang pada kemaslahatan yang bersifat kasuistik yang
menyimpang dari ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan Fatwa DSN-MUI
Nomor 23/DSN-MUI/INN/2002 mengenai Potongan Pelunasan Dalam
Murabahah. Ketentuan dalam fatwa ini diubah menjadi LKS wajib melepaskan
sebagian haknya atas dasar pertimbangan waktu yang tidak terlewati pada saat
adanya pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa MUI mewajibkan bagi
setiap LKS memberi potongan harga atau diskon sekiranya nasabah
mempercepat pelunasan utang pembiayaan murabahah. Pemberian potongan
harga di sini tidak hanya dilakukan terhadap pelunasan dipercepat pada tahun
pertama saja, namun berlaku untuk setiap waktu pelunasan dipercepat yang
dilakukan oleh nasabah. Di sini, jelaslah bahwa pemberian potongan harga atau
diskon adalah kewajiban bagi LKS untuk diterapkan untuk semua nasabah pada
pembiayaan murabahah. Akan tetapi, berbeda dengan yang berlaku dalam
perusahaan MUF Syariah Kota Banda Aceh.

Dalam penjelasan sebelumnya memang ada dua informasi yang
diperoleh, yaitu dari pihak MUF M sebagai Staf Bagian Pembiayaan, TFA
sebagai Sales Marketing Produk, TRF sebagai Staf Bagian Kasir, dan SR
merupakan Nasabah Pembiayaan, bahwa para pihak yang diwawancarai ini
menjelaskan adanya pemotongan biaya atau diskon sekiranya pihak nasabah
melakukan pelunasan utang pembiayaan sebelum jatuh tempo dan ketentuan
yang berlaku adalah pelunasan tersebut harus dilaksanakan pada rentang tahun
pertama pembiayaan. Adapun informasi yang kedua dapat diketahui dari surat
perjanjian kontrak “Akad Pembiayaan Murabahah” MUF Syariah Kota Banda
Aceh. Dalam surat tersebut dinyatakan secara tegas bahwa nasabah wajib
membayar sisa harga jual yang masih terhutang, terdiri dari sisa pokok dan

margin yang belum dilunasi. Biaya tersebut harus dibayar pada saat dilakukan
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pelunasan yang dipercepat. Ini menunjukkan adanya pertentangan antara
keterangan para pihak yang diwawancarai dengan perjanjian akad murabahah
yang dibuat oleh MUF. Terhadap dua informasi ini, maka dapat dianalisis dalam
perspektif Fatwa MUI sebagai berikut:

1. Sekiranya mengikuti keterangan dari empat pihak yang diwawancarai
dalam penelitian ini, potongan biaya yang diberikan oleh MUF kurang
sejalan dengan Fatwa MUI. Fatwa MUI tidak memberikan batasan
apakah pelunasan utang pembiayaan itu dilakukan pada tahun pertama
atau tahun berikutnya. Inti dari Fatwa MUI di sini adalah LKS (di dalam
hal ini MUF syariah Banda Aceh) berkewajiban untuk memberi
potongan harga tanpa melihat kapan waktu nasabah tersebut melakukan
pelunasan. Sementara dalam keterangan sebelumnya justru hanya tahun
pertama saja yang berlaku pemotongan biaya, adapun untuk tahun-tahun
berikutnya jika nasabah mempercepat pelunasan, MUF tidak lagi
memberikan potongan harga.

2. Sekiranya mengikuti informasi dalam surat kontrak atau perjanjian Akad
Pembiayaan Murabahah sebagaimana telah dikutip sebelumnya, maka isi
kontrak tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa MUI. Sebab, di dalam
Fatwa MUI diwajibkan bagi LKS memberikan potongan harta pada
waktu nasabah melaksanakan pelunasan utang pembiayaan murabahah
sebelum jatuh tempo. Adapun di dalam surat perjanjian, nasabah justru
diwajibkan oleh perusahaan MUF membayarkan seluruh sisa harga jual
yang masih terhutang yang terdiri dari sisa pokok dan margin yang
belum dilunasi. Ini jelas bertentangan dengan Fatwa MUI.

Mengacu pada pembahasan dan analisis terkait informasi yang diperoleh
dari hasil wawancara berikut data surat kontrak akad murabahah, maka
dipahami bahwa pihak perusahaan MUF Syariah Banda Aceh belum
menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Sehingga secara norma hukum, belum

memenuhi kaidah fikih yang menetapkan adanya porsi harga terhadap waktu



62

atau zaman dan tidak selaras juga dengan prinsip keadilan, serta kurang sejalan
dengan kaidah kemaslahatan.

Dalam perspektif teori hukum Islam, ulama telah menyepakati bahwa
tiap ketentuan hukum yang dibangun dalam Islam ialah untuk mencapai
kemaslahatan (maslakah). Maslakah merupakan segala sesuatu yang di
dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi segenap manusia di dunia atau
bagi agama. Maslahah juga bermakna segala sesuatu yang terdapat kebaikan dan
manfaat bagi segenap manusia di dunia dan di akhirat, baik kemaslahatan itu
bersifat sosial atau bersifat individual, baik bersifat konkret maupun abstrak,
baik berlaku sekarang maupun di masa yang akan datang.”* Maslakah juga
bermakna segala tindakan dilakukan untuk meraih manfaat atau mencegah
mudarat.®® Dalam konteks pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
terutama terkait tindakan pemotongan diskon yang diberikan oleh perusahaan
pembiayaan kepada nasabah yang melaksanakan percepatan pelunasan, maka
hal tersebut pada dasarnya untuk meraih manfaat dan sekaligus menolak
mudarat. Artinya, perusahaan idealnya memberikan potongan harga atau diskon
upaya, dan tindakan tersebut mengandung unsur kebaikan yang dilakukan untuk
menarik manfaat dan sekaligus menolak mudarat bagi dua pihak antara nasabah
dengan lembaga perusahaan pembiayaan.

Dilihat dari teori maslakah tersebut maka perusahaan MUF Syariah
Banda Aceh idealnya memberikan potongan harga kepada nasabah yang
melaksanakan percepatan pelunasan tanpa melihat kapan pelunasan itu
dilakukan, apakah tahun pertama atau tahun berikutnya, sehingga potongan
harga (diskon) tersebut tinggal disesuaikan dengan sisa hutang dengan

perbandingan waktu/zaman yang tersisa. Pemberian potongan harga tersebut

%2yusuf Al-Qaradhawi, Siyasah Al-Syar’iyyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 103.

%1bid., him. 109.
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memberikan kemaslahatan (maslakah) bagi nasabah dan juga perusahaan MUF
Syariah Banda Aceh.

Manfaat atau maslakzah bagi nasabah adalah ia menerima potongan harga
sehingga tidak terbebani jumlah utang pokok yang ada dengan jumlah biaya
yang diperhitungkan sesuai dengan zaman/waktu pembiayaan yang diambilnya
di awal akad. Adanya pemotongan harga tersebut secara sendirinya akan
menghindarkan nasabah dari kondisi dan keadaan mudarat (madharrah),
kerusakan (mafsadah), dan kesusahan/kesulitan (masyaqgqgah).

Manfaat atau maslakah bagi perusahaan MUF Syariah Banda Aceh
adalah masyarakat akan lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan pada MUF
Syariah karena pelayanan yang diberikan tidak memberatkan nasabah. Dengan
banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan maka sendirinya akan
meningkatkan nilai komersial pembiayaan dan memberikan keuntungan kepada
lembaga tersebut.

Melihat pada dua kondisi maslazah tersebut di atas, maka MUF Syariah
Banda Aceh idealnya mengikuti ketentuan Fatwa MUI dalam menerapkan
diskon atau potongan harga ketika nasabah melakukan percepatan pelunasan
utang biaya murabahah. Fatwa MUI sebelumnya telah mewajibkan agar LKS
(termasuk MUF Syariah Banda Aceh) memberikan potongan harga ketiga
terjadi pelunasan utang murabahah yang dipercepat. Mengingat fatwa MUI
tersebut relatif masih sangat baru dikeluarkan (yaitu sejak penelitian ini
dilakukan lebih kurang sudah 2 tahun berjalan dari 2022 ke 2024), maka
perusahaan MUF secara khusus dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara
umum boleh jadi belum mengetahui ketentuan fatwa tersebut, karenanya perlu
ada upaya sosialisasi secara luas agar muatan isi fatwa dapat diterapkan dan

mendatangkan sisi-sisi kemaslahatan hukum.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan
hasil penelitian adalah:

1. Mekanisme akad murabahah di Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah
Banda Aceh sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai lembaga
keuangan syariah lainnya, baik bank maupun non-bank. Prosesnya
dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah, yang kemudian
dinilai kelayakannya oleh MUF. Setelah disetujui, MUF membeli barang
dari supplier dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga
yang mencakup margin keuntungan, yang telah disepakati bersama.
Nasabah kemudian melunasi pembelian tersebut secara angsuran, dengan
transparansi penuh terkait harga modal dan margin keuntungan antara
MUF dan nasabah.

2. Proses pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di
MUF Syariah Kota Banda Aceh menunjukkan adanya ketidak konsisten
antara informasi yang disampaikan oleh informan dan isi surat
perjanjian. Di satu sisi, informan menyatakan bahwa nasabah dapat
memperoleh potongan harga atau diskon jika melunasi utang pada tahun-
tahun awal pembiayaan. Namun, isi surat perjanjian menegaskan bahwa
nasabah tidak diberikan potongan harga apapun dan diwajibkan
membayar seluruh sisa utang, termasuk pokok dan margin, pada saat
pelunasan dipercepat. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan antara
kebijakan yang dikomunikasikan secara lisan dengan ketentuan tertulis
yang diatur dalam perjanjian resmi, yang berpotensi menimbulkan

kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan nasabah.
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3. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/V1/2022 tentang
Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-
PMSJT), terdapat kewajiban bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
untuk memberikan potongan harga atau diskon kepada nasabah yang
melunasi utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam
konteks ini, pihak MUF Syariah Banda Aceh belum sepenuhnya
mematuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Ketidakpatuhan
ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah
yang seharusnya menjadi landasan operasional LKS, mengingat salah
satu tujuan utama dari fatwa ini adalah memberikan keadilan bagi

nasabah yang ingin melunasi kewajiban mereka lebih awal.

B. Saran
1. Perusahaan MUF Syariah Banda Aceh hendaknya menghindari dari
sistem operasional yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Perusahaan MUF juga hendaknya menerapkan secara penuh Fatwa MUI
di dalam konteks pemberian potongan harga atau diskon sekiranya
konsumen atau nasabah melakukan pelunasan utang pembiayaan

murabahah sebelum jatuh tempo.
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SURAT KEPUTLSAN DERARK FALULTAN SYARPAH DAN HUKUM
UNIVERSITANS ESNLAM NELICRE aie- RANIZY DANDA ACEH
Namnn BRI ORSESIL I G0 Y Jr 0034

TENTANRL
PENETAPAN FEMHBIMBING SRS MATIANISWA

Menunbuanyg o Aabwue untuk kelaocanun Sumbiogen KK Senps posge Fokaliax Syan‘mh dan

luleum, muka dipandang perlu mronunpikkon rembimbing KKU Skopm temsebal;

. Bahwe yang namunye dalum Sgrar Keputusan ool Qigondasg mampu den cakep
u‘:(ﬂu emenui syaral Wik ddebgkal delom jwbatan schaget peminmblag KKU
skriper

. Danwo besdasarrad o ianbnngan sebingommaion dimzokood deiam hurofa dan husul

b, peelu meneinpkan Kepotusan Drekan Fukoitas Syan ch dan Huocum UIN Ar

Runuy Handas Acch

Mengingst 1. Undang-Undeng No. 20 Tabkun 2003 teruing Sintem Pendidikan Manwnal:
2. Undarg-Undang Nomor 1= Tohun 2005 wentang Guru don Dosca,
3. Undang Undang Nuosiz 12 Taln 2012 tentuny Feadiddun Tingee,
4. Peraturun Permenniah Nomor 19 Tahien 2005 wntang Slaandur Naxionel Peactidian,
5. Peroturan  Pemenntals Rl Hamo: 04 Tahun 2014 tenwng  Penyelenggaraon
Pendclibonn Tingys dan Peagelolasn Prrguman Tinps;
5. Peraturen Presiden Rl Neomor &4 Tohun 205138 wnwng Perubshan Insutut Agiuma
Islam Negzn JAIN As-Ranuy Buode Aceq Menjudi Usverwias lalam Negen;
7 Keputuwan Menten Agamn 92 Tobun 2003 lentang Pondelngasinon Wewenung
Penganpxatan, Pemindahan dan Pembernenuan PRS ddingkungan Departemen
Agaitu R
8 Prowtursn Menlen Agumn Mopubtix Indones:is Namar 12 Tuhun 2013 1entang
Urganisas don ‘Tate Kena Universitas 1slnm Negen Ar-Reniry Sanda Aceh:
9. Peratura:t Mealen Agamd Repubuk Indoreaso Nomor 12 Toakun 2020 1entang
Statuln Universilus infarn Negen Ar-Raniry Banda Aceh;
10.5urar Kepunisan Kekecor UIN Ar-Koniry Ramar GIL Tahun 2018 tenuing Pembten
Kusas don Pzadel We Kepada Para Delen dan Direkoul Prograin
Prowiw Saujaria dbubon Lingkungare UIN Az-Ranoy Bundls Aceh:
MEMUTUSKAR
Menetapkan @ KEPUGUSAN DERKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKOUM UNIVERSITAS ISLAM NEGLRL AR
RAKNIRY BANDA ACEH TENTANL BIMEINGAN SKRIFS]
KESATLU : Menunjek Saodara i)
g. Or. lda Friasna. M Ag Sehugni Pombimbing §
b. Rahmat Efandy Al-Amin Siregar. 5 Ag . M1, Scbogar Pembunbing 11
untuk membimbing KKU Skapsl Mahas:swe {i).
Narma Muhammad lqtal
NIM 3 ~A0030215G
Prodi :  Hukum Ekcnomi Syuriah
Judul : Pelupasan Hutuog Pembinyoun Musubalksh Schelum Jaszh Tempo Menurur
Farwn MUl Nomor 1S3/USN-MUIF2022 Tenwng Pelunwwen  Hutang
Pembinywan Mursbmbaly {Stedi Pade Mandin Utamon Finance Kowmw Banda
Aceh]
KEDUA . Kepeda pembimbing yang tescantur nnmanye di atas diberikan honorenum seaus deagan
porsluran perindang-undangan vang teriak,
KETIGA .  Pembiayacn okidat keputusan i dibebonkan pada DIPA UIN Ar Ranwy Tahun 2024;
KEEMPAT : Sumt Xeputusan sme mules beslaku scink tunggal ditelapkan dengan ketentuon bahwo
#sepgali acauatu akon divbul don diperbaski Xemoal sebagaiomuna mestisys wpabila ternvata
terdapat kekeliruan dalom keputusan i
RKuupan Surat Keputussn  uu ditenkan  sepoda yang  bersangcuinn  untukx
dilaksannkan sebogaimana mesteya.
[itetapkan di Uanda Acen
pad.n anggal 20 Februars 2024
JLTAS SYARI A DAN HUKLUM,
h'.-\-‘\‘A“UZZﬂMANO‘t
Tembusan:

I Bekwor LEN Aoy

2. Ketes Trods Ifukem Exonom: Syurinh;
3. Muhouiswa yody ersangoawan;

+. Arap

Surat keputusan ( SK) bimbingan )



